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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,
Perangkat Daerah Menyusun rencana strategis dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah  Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Kaur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029,
perlu Menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029;
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. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan

Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2828);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur
di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4266);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);
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8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 1.4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10.Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan

Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

14,

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5888) secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6056);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; (ditulis Lengkap dengan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
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Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur
Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2021 Nomor 279);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2024 Nomor 306);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kaur
Tahun 2021 -2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2021 Nomor 279);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 7 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kaur

Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2024 Nomor 306);

Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 03 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kaur Tahun 2025 Nomor 309);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR
TAHUN 2025-2029

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur.

2, Bupati adalah Bupati Kaur.
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. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaur.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang
merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional.

. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1
(satu) tahun.

. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

-Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditctapkan dengan peraturan daerah.

Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin
diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan
kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau
memperhatikan sasaran RPJMD.

Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja
yang dapat berupa tahapan dan focus/aspek prioritas menuju
terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD.

Hasil (outcome) adalah kondisi yang diharapkan dari
berfungsinya suatu output/keluaran.
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Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa
yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya.

Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan
yang komprehensif berisikan Langkah-langkah/upaya yang akan
dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya,
tahapan, focus, dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan
dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai
tujuan/sasaran Renstra PD.

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian
kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan
tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras
dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan
sasaran Renstra PD.

Program Prioritas adalah program straegis yang dilaksanakan
Perangkat Daerah sebagai instrument untuk mewujudkan tujuan
sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik cascading
(penurunan) kinerja.

Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari
kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan
kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan
dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah
karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara

langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa
dating.

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil dan dampak)

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai

dari kerja program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah
direncanakan.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian
tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan visi dan misi kepala

daerah dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang
terseleksi.

Indikator Kinerja Daerah adalah ukuran keberhasilan pencapaian
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup indikator
makro pembangunan dan indikator kinerja kunci.



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
-8-

24. Indikator Kinerja Kunci adalah indikator kinerja yang
menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan
pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

25. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat
untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh
alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan
oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan
pembangunan Daerah.

BAB Il
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kaur Tahun
2025-2029 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kaur Tahun 2025 - 2029 yang memuat tujuan, sasaran,
program dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan
pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
perangkat daerah.

(2) Rencana Strategis Perangkat daerah menjadi pedoman

perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah.

Pasal 3

Penyusunan  program/kegiatan/subkegiatan dalam Rencana
Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
memperhatikan :

a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029:

b. Evaluasi hasil capaian Kinerja tujuan, sasaran dan hasil
(outcome) Rencana Strategis Perangkat Daerah masing-masing
melalui evaluasi capaian Rencana Kerja Perangkat Daerah
sampai dengan Tahun 2024;

c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh

kegiatan/sub kegiatan sampai dengan Tahun 2024 dalam
pencapaian hasil (outcome);
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d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas
pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;

e. Kebijakan Nasional;

Regulasi yang berlaku; dan

g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan daerah.

o |

Pasal 4

(1) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
Pasal 2, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN;

BABII GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
[SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;

BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN;

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;
DAN

BABV PENUTUP.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah
dan menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan

perencanaan strategis Perangkat Daerah kepada Bupati melalui
Kepala Bapperida.
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BAB 11l
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan

pada tanggal & Alpveprber 2025
BUPATI KAUR,

-

GUSRI) PAUSI
Diundangkan di Bintuhan

pada tanggal 2 Aoverrhen 2025

PJ SEKRETARIS DAERAH
F—s
KAB TEN

HIFTHARIO SYAHPUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2025 NOMOR : /50
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KAUR

NOMOR &ZTAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

DAFTAR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAUR TAHUN 2025-2029

Sekretariat Daerah Kabupaten Kaur

Inspektorat Daerah Kabupaten Kaur

Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kabupaten Kaur
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Kaur

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaur

Sekretariat DPRD Kabupaten Kaur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur

Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur

Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur

- Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kaur

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaur

. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaur

- Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur

- Dinas Pemadan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kaur

. Dinas Sosial Kabupaten Kaur

- Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Kaur

. Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PP dan PA Kabupaten Kaur

- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kaur

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur

. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur

. Dinas Perhubungan Kabupaten Kaur

- Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kaur
. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kaur

. Dinas Penanaman Modal dan PSTP Kabupaten Kaur

. Dinas Perpustakaan Kabupaten Kaur
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Dinas Perikanan Kabupaten Kaur
Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur
Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kaur
Dinas Pertanian Kabupaten Kaur
Kecamatan Muara Sahung
Kecamatan Lungkang Kule
Kecamatan Maje

Kecamatan Padang Guci Hulu
Kecamatan Kaur Selatan
Kecamatan Padang Guci Hilir
Kecamatan Kaur Utara
Kecamatan Luas

Kecamatan Tanjung Kemuning
Kecamatan Semidang Gumay
Kecamatan Kaur Tengah
Kecamatan Nasal

Kecamatan Kelam Tengah
Kecamatan Tetap

Kecamatan Kinal

BUPATI KAUR,

GUSRIN PAUSI




Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Kaur Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Anugrah dan RahmatNya,
sehingga Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Tahun 2025-2029 ini dapat disusun dengan baik.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten
Kaur ini menjabarkan RPIJIMD Kabupaten Kaur tahun 2025- 2030 seiring dengan
selesainya Periode RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025 — 2029. Selain itu dalam
rangka akuntabilitas Kkinerja kepada masyarakat, perubahan Renstra ini juga
dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna
akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir
masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah
dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran
keberhasilan pencapaiannya.

Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten
Kaur ini diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan
keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dari seluruh pemangku
kepentingan dalam rangka mencapai kinerja yang sebaik-baiknya. Akhirnya
dokumen ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan guna mencapai visi dan misi
melalui Indikator Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan dalam rangka pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 tentunya masih
banyak kekurangan, untuk itu saran dan masukan guna terakomodirnya Renstra ini
sangat diharapkan untuk kesempurnaannya.

Ucapan terimakasih disampaiakan kepada semua pihak yang telah membantu

atas tersusunnya Rencana Strategis (Renstra).

Bintuhan, 30 Oktober 2025
KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAW{A»SAN"F’ERMUKIMAN DAN
PER_T’ANAHAN KABUPATEN KAUR

' 4

s

/
Ismawar %dan, ST., M.Si.
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19790816 200312 1 005
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip otonomi daerah,
perencanaan pembangunan menjadi instrumen utama untuk menerjemahkan
kewenangan dan tanggung jawab daerah dalam mengelola urusan pemerintahan
dan pelayanan publik. Amanat ini tertuang secara eksplisit dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yang menyatakan bahwa pembangunan nasional merupakan satu
kesatuan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara pemerintah pusat dan
daerah. Di tingkat daerah, ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa
pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik
jangka panjang, menengah, maupun tahunan, yang saling terkait dan
mendukung pencapaian pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam
kerangka tersebut, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi keharusan normatif dan
sekaligus  kebutuhan substantif. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen
teknokratik, tetapi juga menjadi alat kendali dan arah kebijakan sektoral masing-
masing Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan untuk lima
tahun ke depan. Dengan melakukan sinkronisasi dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Kaur Tahun 2025-
2029, serta memperhatikan prioritas nasional dan provinsi, Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi landasan operasional
bagi seluruh perangkat daerah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
secara akuntabel dan berorientasi hasil.

Kabupaten Kaur sebagai salah satu wilayah pesisir di Provinsi Bengkulu
memiliki karakteristik geografis, demografis, sosial, ekonomi, dan budaya yang
khas. Wilayah ini menyimpan potensi besar di sektor pertanian, perikanan dan
kelautan, pariwisata, serta industri kecil dan menengah. Namun demikian,
potensi ini masih menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi infrastruktur,
kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan teknologi, maupun persoalan
klasik seperti kesenjangan wilayah, kemiskinan, dan keterbatasan fiskal daerah.
Periode perencanaan 2025-2029 merupakan momentum penting bagi Kabupaten
Kaur untuk melakukan akselerasi pembangunan dengan memperkuat struktur

ekonomi lokal, memperluas pemerataan pelayanan dasar, dan meningkatkan
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partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks inilah, Renstra

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan diharapkan mampu

menjadi  jawaban  terhadap  berbagai  tantangan = pembangunan  yang

multidimensional tersebut, sekaligus menjadi pedoman strategis dalam
menyusun program dan kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan yang lebih terarah, adaptif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan juga bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan antara kebijakan

sektoral Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan dengan visi

dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kaur terpilih periode 2024-2029,

yaitu: —Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera dan Bahagial Visi ini

memiliki makna mendalam yang merefleksikan tiga dimensi utama pembangunan
daerah, yaitu:

e Kaur yang Maju: mencerminkan dorongan untuk melakukan percepatan
pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah secara merata dan
berkelanjutan. Kemajuan yang dimaksud juga melibatkan transformasi
kelembagaan pemerintahan, penguatan tata kelola birokrasi, dan peningkatan
daya saing daerah.

e Kaur yang Sejahtera: ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar
masyarakat melalui pembangunan yang adil dan merata. Kesejahteraan
didefinisikan secara multidimensi, mencakup akses terhadap pendidikan,
layanan kesehatan, ekonomi yang inklusif, serta perlindungan sosial yang
menyeluruh.

e Kaur yang Bahagia: menggambarkan kondisi ideal masyarakat yang hidup
harmonis, sejahtera, aman, dan tenteram, baik secara lahir maupun batin.
Pemerintah hadir sebagai fasilitator yang responsif terhadap kebutuhan warga
dan memastikan bahwa pembangunan membawa dampak nyata terhadap

peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Misi-misi pembangunan yang diturunkan dari visi tersebut menjadi kerangka
acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun sasaran, strategi, dan
program prioritas yang saling bersinergi. Oleh karena itu, penyusunan Renstra
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak hanya menjadi
aktivitas rutin lima tahunan, tetapi merupakan bagian dari upaya kolektif seluruh
unsur pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi besar Kabupaten Kaur.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan sebagai unsur
pelaksana pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab strategis dalam
mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan daerah melalui perencanaan
program dan kegiatan. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan disusun untuk memberikan arah yang jelas mengenai fungsi dan
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peran masing-masing perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran
pembangunan. Setiap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan
prioritas, serta indikator kinerja utama yang dapat diukur secara
kuantitatif maupun kualitatif. Dengan adanya Renstra yang menjadi alat
pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain
itu, Renstra juga menjadi dasar dalam alokasi anggaran melalui mekanisme
penganggaran berbasis kinerja, serta memperkuat akuntabilitas publik dalam
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kabupaten Kaur dilakukan berdasarkan pendekatan teknokratik,
partisipatif, politis, dan top-down-bottom-up. Pendekatan teknokratik menjamin
bahwa dokumen disusun berdasarkan data dan analisis yang objektif.
Pendekatan partisipatif melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti
DPRD, masyarakat, akademisi, dunia usaha, serta organisasi masyarakat sipil.
Pendekatan politis dilakukan dengan mempertimbangkan visi dan misi kepala
daerah sebagai hasil dari proses demokratis. Sedangkan pendekatan top-down—
bottom-up  dilakukan  untuk  menyelaraskan  kebijakan dan  prioritas
pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga desa. Secara umum,
tahapan penyusunan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan meliputi:

e Tahap persiapan dan penyusunan kerangka Kkerja;
e Penyusunan rancangan awal Renstra berdasarkan analisis kondisi
dan isu strategis;
e Konsultasi publik dan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
e Penyusunan rancangan akhir berdasarkan masukan stakeholders;
e Penetapan dan legalisasi dokumen Renstra.

Seluruh proses ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip
transparansi, akuntabilitas, dan inklusivitas, serta berorientasi pada hasil dan
dampak pembangunan jangka menengah. Penyusunan dokumen Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan tidak dapat dilepaskan dari
upaya refleksi dan evaluasi atas pelaksanaan perencanaan strategis sebelumnya.
Secara umum, pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kaur selama
periode sebelumnya (2021-2025) telah menorehkan sejumlah capaian penting.
Dari evaluasi tersebut, jelas bahwa Renstra periode 2025-2029 perlu dirancang
sebagai perbaikan menyeluruh, baik dalam aspek perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, maupun pengendalian pembangunan.

Seiring dengan berkembangnya paradigma tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance), arah kebijakan pembangunan saat ini menekankan



Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Kaur Tahun 2025-

pentingnya hasil (outcome) dan dampak (impact) dibanding sekadar input dan
output. Hal ini tercermin dalam pendekatan perencanaan yang menekankan
keterpaduan antara kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.

Dalam konteks Kabupaten Kaur, pendekatan pembangunan yang outcome-
based berarti bahwa keberhasilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan bukan semata- mata diukur dari jumlah kegiatan yang
dilaksanakan atau serapan anggaran, tetapi lebih pada dampak nyata yang
dirasakan masyarakat.

Setiap Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan memiliki
peran strategis yang saling melengkapi dalam mendukung arah kebijakan ini.
Karena itu, penting bagi setiap Renstra Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan untuk mencerminkan keterkaitan antar sektor dan
menyusun indikator Kkinerja yang terintegrasi dengan target pembangunan
daerah. Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
Kabupaten Kaur 2025-2029 adalah peta jalan (roadmap) bagi perangkat daerah
untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah, terukur, dan
kolaboratif.

Dokumen ini tidak hanya menjawab tuntutan normatif dalam tata kelola
pemerintahan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk
hadir lebih dekat dengan masyarakat dan menghadirkan perubahan yang
nyata. Dengan menyelaraskan visi misi kepala daerah, kebutuhan masyarakat,
tantangan pembangunan, dan dinamika eksternal, maka Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan menjadi instrumen utama
dalam mewujudkan cita-cita bersama: menjadikan Kabupaten Kaur sebagai
daerah yang maju dalam pembangunan, sejahtera dalam pemerataan, dan
bahagia dalam kehidupan masyarakatnya. Penyusunan Renstra ini juga menjadi
momentum penting untuk memperkuat budaya kerja di lingkungan Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang lebih proaktif, inovatif,
dan bertanggung jawab. Karena sejatinya, keberhasilan pembangunan daerah
tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya anggaran, tetapi oleh sejauh mana
komitmen, kolaborasi, dan kepekaan seluruh aparatur dan pemangku

kepentingan terhadap perubahan.
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lebaran Republik Indonsia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
kedua atas undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Penjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerabh;

4. Instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman
penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah tahun 2025-2029

5. Surat Edaran Bupati Kaur Nomor: 000.7.2/1//2025 Tentang Pedoman Dan
Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan tahun 2025-2029 merupakan dokumen resmi
perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan yang
menggambarkan visi, misi, strategi atau kebijakan umum serta tahapan program
kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan
daerah Kabupaten Kaur di bidang Pelayanan kepada Masyarakat, disusun sesuai
dengan kebutuhan Masyarakat.
1.3.1 Maksud
Pembuatan dokumen renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan Tahun 2025-2029 di tetapkan dengan maksud:
1. Mengarahkan Kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan dalam melaksanakan tugas, fungsi, program dan
kegiatan selama 5 tahun kedepan
2. Menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan)
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3. Menyelaraskan program kegiatan dengan kebutuhan Masyarakat

4. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan dokumen renstra antara lain:

1. Menjamin keterkaitan dan konsisitensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran
selama 5 (lima) tahun yang akan datang

2. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah ke dalam program dan
kegiatan yang realistis dan sesuai dengan kewenangan masing-masing
Menjadi pedoman penyusunan program dan kegiatan tahuan

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja secara optimal untuk hasil
yang maksimal

5. Merespon kebutuhan, aspirasi masyarakat dan menjadi dasar
pelayaan public yang lebih baik

6. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembanguan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Rentra Tahun 2025-2029 berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan disesuaikan dengan
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang terdiri atas beberapa bagian
sebagai berikut:
Sistematika Renstra PD Tahun 2025-2029 terdiri atas sekurang-kurangnya 5
(lima) bab, yaitu:
BAB | PENDAHULUAN
Bab | memuat:
1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.
BAB Il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah memuat:
a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
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b. Sumber daya Perangkat Daerah;

c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai
dengan tupoksinya); dan

d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bappeda, kelompok
sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah).

Catatan: dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya

sesuai dengan kondisi daerah, seperti:

a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian

pelayanan (apabila ada);

b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada);
dan

c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah (apabila ada).
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah memuat:

a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan

b. Isu strategis.

BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab Il memuat:

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029;

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra

PD Tahun 2025- 2029; dan

4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra
PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Bab IV memuat:
1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-
2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-
2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
BAB V PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan

dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.
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BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan
Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:
1. Tugas
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan
unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan dengan Tipelogi B. Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan
Pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan.
2. Fungsi
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam
melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
2. Pelaksanaan teknis kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
3. Pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
3. Susunan Organisasi
Susunan  Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan terdiri atas:
1. Sekretariat terdiri atas:
a. sub bagian umum dan kepegawaian;

b. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
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c. kelompok jabatan fungsional.
Bidang Perumahan;

Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
Bidang Pertanahan;
Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di

bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi

kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di

lingkungan dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat dinas

menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta
anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
koordinasi dan penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian Kkinerja,
anggran dan belanja, pengukuran capaian kinerja serta laporan Kinerja
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur di sekretariat;

pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
keuangan, perlengkapan, urusan rumah tangga, humas dan protokol;
pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan dan anggaran
di lingkungan dinas;

pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
perangkat daerah terkait;

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan; dan

pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh
kepala dinas sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengevaluasi serta melakukan koordinasi pengelolaan

adminstrasi  umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas

sebagaimana  dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:
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penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum dan
kepegawaian;

pelaksanaan administrasi surat menyurat dan pengelolaan kearsipan
serta dokumentasi;

pelaksananaan administrasi, pembinaan kepegawaian internal dan
pengelolaan sistem informasi kepegawaian;

penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, pemeliharaan
peralatan dan perlengkapan di lingkungan dinas;

pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dan
penghimpunan peraturan dan Perundang-Undangan di

bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program

dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;

penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar
operasional prosedur dinas;

pelaksanaan penyusunan analisi jabatan dan analisis beban kerja

di lingkungan dinas;

penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
urusan administrasi umum dan kepegawaian;

pelaksanaan pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
dinas;

pelaksanaan pengelolaan komunikasi, informatika dan publikasi
serta hubungan masyarakat; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan perencanaan, dan keuangan dinas. Untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian perencanaan dan keuangan

menyelenggarakan fungsi:

a.

penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian perencanaan dan
keuangan;

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;

penyusunan dokumen perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran
kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan
kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;

penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan
urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
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g. melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran,

penghapusan dan pemindah-tanganan barang milik negara;

h. pengoordinasian, pengevaluasian, penyusunan dan penyampaian
laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas secara berkala; dan

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan  pendataan,
perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi di bidang perumahan. Dalam pelaksanakan tugasnya, bidang
perumahan menyelenggarakan fungsi:
a. Pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan
system pembiayaan rumah umum;
b. Pelaksanaan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah
negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
C. Pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan
rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersial.
d. Pendataan dan perencanaan pemberdayaan, bantuan, dan
pengembangan sistem pembiayaan rumah swadaya;
e. Pelaksanaan pemberdayaan, bantuan, dan pembiayaan rumah swadaya;
f. Pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan
rumah swadaya; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.
Bidang Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
(PSU) mempunyai tugas melaksanakan  pendataan, perencanaan,
pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman serta
melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di
bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas umum dan
perencanaan teknik, penyusunan standard dan pedoman, pelaksanaan
bantuan di bidang kawasan permukiman, prasarana, sarana, dan utilitas
umum, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kawasan permukiman,
prasarana, sarana, dan utilitas umum;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kawasan
Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum memiliki fungsi:

a. Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman dan PSU;

b. Pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumubh;
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c. Pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman dan PSU;
d.  Penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan
PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman;

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyediaan
PSU perumahan dan kawasan permkiman;

f.  Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
penyediaan PSU perumahan dan kawasan permkiman.
Bidang Kawasan Permukiman, Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bidang Pertanahan mempunyai tugas penyiapan perumusan Kkebijakan,
koordinasi  pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, pengkajian,
pengendalian, pengawasan dan penyusunan laporan di Bidang Pertanahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang pertanahan

memiliki fungsi:

a. Pemberian izin lokasi dalam daerah kabupaten, penerbitan izin
membuka tanah, penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan
pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten;

b. Fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum,
penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk
pembangunan oleh pemerintah dan perencanaan penggunaan tanah
yang hamparannya dalam daerah kabupaten; dan

c. Penetapan tanah ulayat, penyelesaian sengketa tanah Garapan dalam,
penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta Ganti kerugian
tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah
kabupaten.

Bidang Pertanahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Kaur dapat dijabarkan sebagai berikut:
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KAUR

HIDANRG PERUMAHAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGBIONAL &
PELAKSANA

UPTD

HIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN, PRASARANA
SARANA, DAN UTILITAS
UMUM

BIDANG PERTANAHAN

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL & PELARSANA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL % PELAKSANA

PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN NOMOR
TANGGAL
DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PRITANAHAN
HEKRETARIAT
KELOMPDK JABATAN
FUNGSIONAL [ |
TR SUDBAGIAN KELOMI'OK
o B‘i?;’n“\‘;‘:; ":_ i PERENCANAAN JABATAN
s / DAN KEUANGAN FUNGSIONAL
| { |

40 Tubun 2024

12 Agustua 2024

Gambar 2.1.1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Sumber :

PERBUP SOTK nomor 100 tahun 2024
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2.1.2 Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur
Dalam upaya meningkatkan kinerja Perangkat Daerah, salah satu aspek yang
sangat mendukung adalah tersedianya SDM baik ditinjau dari segi kecukupan
akan kuantitas juga ditinjau dari segi kualitas SDM. Berikut dijelaskan kondisi
SDM vyang ada di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur adalah sebagai berikut:

e Data Personil

Tabel 2.1.2.1 Data Administrasi Personil Menurut Golongan

Uraian Satuan Jumlah
1. Golongan I Orang -
2. Golongan 1l Orang 1
3. Golongan 11l Orang 11
4. Golongan IV Orang
5. PPPK Orang
6. PPPK Paruh Waktu Orang

Jumlah Orang 33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

Tabel 2.1.2.2 Data Administrasi Personil Menurut Pendidikan

Uraian Satuan Jumlah
1. SMA Orang 8
2. D3 Orang -
3. 51 Orang 21
4, S2 Orang 4
Jumlah Orang 33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

Tabel 2.1.2.3 Data Administrasi Personil Menurut Jabatan

Uraian Satuan Jumlah
1. Eselon Il Orang 1
2. Eselon I Orang 4
3. Eselon IV Orang 1
4. Staf Orang 27
Jumlah Orang 33

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025
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. Sarana dan Prasarana
Selain Aspek SDM, Sarana Prasarana sangat dibutuhkan dalam upaya
mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kabupaten Kaur. Adapun Sarana Prasarana yang ada dapat

dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.4 Data Sarana dan Prasarana

Uraian Satuan Jumlah Ket
Mobil Dinas Jabatan Unit 1
Mobil Dinas Operasional unit 0
Gedung unit 1
Laptop unit 6
Printer unit 3
Komputer unit 2

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disperkimtan, 2025

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Kawsan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Kaur
Berdasarkan Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur Dinas Perumahan Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur baru terbentuk pada tahun 2016.
Adapun tingkat pencapaian kinerja pelayananan perangkat daerah sesuai
RENSTRA tahun 2019-2023 dijabarkan pada tabel berikut:
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Tabel 2.1.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Indikator Target Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
Kinerja Target| Target Indikator Tahun ke-
NO sesuai NSPK| IKK | Lainnya 50517 2002  [2023] 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |2025| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Tugas dan
Fungsi
Perangkat
Daerah
1) ) ®) (4) (5) (6) () ®) ) (10) (11) (12) (13) (14 | (15 | (16) 17) (18) (19) (20)
1 Presentase Meningk
Penyediaan atkan
4 jumlah
dan rumah  |0.35 %
rehabilitasi Lal}/r?ik 98 % | 7% | 7% | 20% | 0% | 22% |20,69% | 0,86% |1,64% 1,45% |12,33% | 8,2%
rumah
layak huni
Persentase Luas
2 | Lingkungan 0,51% 14-119% | 10% | 10% | 4.2 o5 | 4-2 9% | 3,7% | 3,6% | 96,43% [0,04% 0,36% | 9.64% | 1,339
Permukiman
Kumuh

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025
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Pendanaan Pelayanan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kaur

Anggaran Pada tahun ke- (juta) Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Rata-rata
(juta) Realisasi dan Pertumbuhan
Uraian Anggaran (%)
Tahun ke-(%)
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025 |202 |20 202 |20 |20 |Anggar | Realisa
1 |22 | 3 (24 |25 an Si
@) ) ©) (4) ®) (6) () ©) ©) (10) (1) |(12) (13) (14) (15) (16) | (17) (18)
Program 3.237.05 | 4.033.06 | 3.536.78 | 2.962.73 | 3.312.43 (3.152.04 3.507.97 .797.04 1.572.25 97 95 P9 |94 47 |-1 -18
Penunjang 0.860 0.754 5.746 7.924 3.125 2.916 3.850.05 4.608 3.172 8.700
Urusan 5.730
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
Program 21.047.2 | 666.270. | 6.203.22 | 2.494.13 | 26.500.0 20.915.2 p52.753. [1.084.22 P23.735. 12.642.099 98 (7 [ A8 B812 2984
Pengembangan 00 000 7.900 1.300 00 00 000 7.300 P99 00
Perumahan
Program Kawasan 1.153.19 961.297. | 887.610. | 272.950. 1.113.93 R.193.73 946.630. A76.792. [150.692. 97 P7 P8 p4 b5 |13 27
Permukiman 0.800 750 000 000 7.100 3.692 810 706 000
Program 476.050. | 953.979. | 802.477. | 602.222. | 434.949. 460.927. 0932.312. [793.591. 451.566. 411.237. 97 B8 D9 5 P4 B3 12
Peningkatan 600 500 100 700 232 230 100 850 125 350
Prasarana, sarana,
dan
utilitas umum

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025
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2.1.4 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
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Gambar 2.1.4.1 Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan
Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025
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2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 ldentifikasi Permasalahan Berdasarkan  Tugas dan  Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
Permasalahan yang ditemukan pada periode Rentsra sebelumnya

secara garis besar yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan

Masalah
No Pokok Masalah Akar Masalah
1. | Perumahan a. Rendahnya . Belum mantapnya kelembagaan
dan Kawasan tingkat penyelenggaraan perumahan dan
Permukiman pemenuhan permukiman
kebutuhan . Belum mantapnya sistem pembiayaan

perumahan yang
layak huni dan
terjangkau

perumahan

. Terbatasnya akses masyarakat

berpenghasilan rendah (MBR)

. Lemahnya akses masyarakat terhadap

sumber daya kunci perumahan

. Masih lemahnya komitmen pemerintah

daerah dalam pembangunan perumahan

. Masih rendahnya efiesiensi dalam

pembangunan perumahan

. Menurunnya

kualitas
lingkungan
permukiman dan
meningkatnya
luasan kawasan
kumuh

. Belum memadainya prasarana

dan sarana dasar lingkungan perumahan dan
permukiman

. Menurunnya daya dukung lingkungan

perumahan dan permukiman

. Belum terintegrasinya pengembangan

kawasan perumahan dengan pembangunan
prasarana dan sarana Kawasan

. Lemahnya pengawasan dan pengendalian

alih fungsi lahan untuk pembangunan

Berpenghasilan
Rendah

perumahan
dan permukiman
. Penyediaan . Perbaikan Rumah Tidak Layak
Rumah yang Huni/peningkatan Kualitas RTLH
Layak Huni bagi . Pembangunan Baru Rumah Layak Huni bagi
Masyarakat backlog

. Meningkatkan

Kualitas hunian
masyarakat

. Sosialisasi mengenai pengembangan

perumahan

. Sosialisasi mengenai standar rumah layak

huni

. Sosialisasi mengenai standar pemenuhan

PSU Perumahan

. Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan

Kawasan permukiman Kumuh
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e. Mengurangi

resiko dampak
bencana

. Penyediaan lahan relokasi

terdampak bencana

. Pengumpulan data korban

terdampak bencana

. Sosialisasi prosedur dan

tahapan rehabilitasi
terdampak bencana

. Masih belum

efektifnya
penerapan konsep
pengendalian
permukiman
melalui dukungan
prasarana dan
sarana dasar
permukiman

. Keterbatasan anggaran dan

sumber daya

. Perencanaan yang tidak tepat

sasaran serta kurang
komprehensif.

Tata kelola dan pemanfaatan
infrastruktur yang belum
optimal.

. Masih belum

efektifnya
penerapan konsep
pengendalian
permukiman
melalui dukungan
prasarana dan
sarana dasar
permukiman

N -

. Masalah kebijakan dan regulasi.
. Pertumbuhan penduduk dan

meningkatnya kebutuhan
perumahan.

Kebijakan serta peraturan
mengenai administrasi dan
perizinan yang kompleks.

Peningkatan . Penyediaan 1. Keterbatasan sumber daya dan
Prasarana, Jaringan Listrik anggaran untuk penyediaan
Sarana dan listrik.
Utilitas 2. Perencanaan kebutuhan listrik yang
Umum tidak tepat sasaran akibat faktor
(PSU) eksternal.
3. Kerusakan infrastruktur listrik
akibat gangguan teknis
maupun faktor internal lainnya
. Penyediaan 1. Keterbatasan sumber daya
Lampu Jalan manusia untuk pemeliharaan,
pengawasan, dan penyediaan.
2. Keterbatasan anggaran dan material
listrik.
3. Kurangnya pemahaman mengenai
spesifikasi teknis kelistrikan.
Penyediaan a. Pengadaan tanah 1. Kebijakan dan regulasi mengenai
tanah untuk penggunaan tanah yang tidak jelas.
menunjang 2. Proses negosiasi yang rumit karena
program melibatkan banyak pihak.
pemerintah 3.Potensi penyalahgunaan
wewenang. Praktik mafia
tanah yang  merugikan
masyarakat.
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b.Redistribusi tanah

1. Data Pertanahan yang tidak akurat

2. Ketimpangan struktur penguasaan tanah
3. LemahnyaKepastian dan perlindungan
Hukum

Sumber : Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan Disperkimtan, 2025

Tabel 2.2.2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

POTENSI

ISU LINGKUNGAN DINAMIS

DAERAH Pé?{LIJ\/:Zé;'\EA YANG RELEVAN ISU
YANG PERMASA DENGAN PD
HAN YANG STRATEGIS
MENJADI LAHAN
KEWENAN PD RELEVAN PD
DENGAN PD GLOBAL | NASIONAL | REGIONAL
GAN PD
@) 2 Q) 4) ®) (6) U]
Potensi Infrastruktur Infrastruktur Cuaca Transformasi| Terbatasnya Belum
Geografis yang Belum Dasar, Ekstrem, Ekonomi, Isu| kapasitas meratanya
dan Merata Konektivitas Perubahan Ketahanan dan pembangunan
Konektivitas dan Kritikal Sosial, kualitas infrastruktur
Laut Literasi Digital terhadap Budaya dan infrastruktur | dasar dan
Ekosistem, Ekologi konektivitas | konektivitas
Biodiversity dan antarwilayah | wilayah
Gangguan
Ekosistem,
Krisis SDA dan
Polarisasi Sosial

Sumber : Dokumen RPIMD Kab Kaur Tahun 2025-2029
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BAB 111
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar
dalam menyusun pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk
mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan
Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten
Kaur dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

—DMeningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur yang berwawasan

lingkunganl.

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:
a.  Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;dan
b. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian
outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam
pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Kaur dalam kurun waktu tahun 2025-2029 sebagai berikut:

MENUJU KABUPATEN KAUR YANG

Visi
MAJU, SEJAHTERA DAN BAHAGIA
“Peningkatan Dan Pemerataan Pembangunan
o Infrastruktur Dasar Dan Perkotaan Yang
Misi 2

Selaras, Seimbang dan Berkeadilan Antar
Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Dan

Mitigasi Bencana.”

22



Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Kaur Tahun 2025-2029

3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renstra
Tujuan dan sasaran merupakan hasil rumusan dari
permasalahan dan isu-isu strategis bidang perumahan
,kawasan permukiman dan pertanahan yang akan di tindak
lanjuti penanganannya.

a. Tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Kabupaten Kaur Tahun 2025 Adalah Terpenuhinya Akses Hunian
Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan Dan Terciptanya Keadilan
Dalam Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah
b. Sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan

Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025 Adalah:

« Meningkatnya Akses Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan

* Meningkatnya Penyediaan dan Peyelesaian Permasalahan
Pertanahan

* Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.
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Tabel 3.3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra PD

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Kaur Tahun 2025-2029

NSSAFS)I,(ASAANN BASELINE TARGET TAHUN
RPIMD YANG TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
- Meningkatkan jumlah Terpenuhinya akses Meningkatnya Akses Rumah Tangga 57,67 20 60,71 60,92 61,91 62,71 62,71
rumah layak huni hunian layak, Hunian Layak dengan Akses
- Meningkatkan terjangkau dan Terjangkau Hunian Layak,
pendapatan dan berkelaniutan dan danBerkelanjutan Terjangkau dan
kesejahteraan Terciptanya keadilan Berkelanjutan (%)
masyarakat dalam penguasaan,
kepemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Meningkatnya keadilan Indeks Tertib 51 51,45 60 65 70 75 80
dalam penguasaan Administrasi
kepemilikan, Pertanahan (Indeks)
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Terpenuhinya Rumah Persentase warga 0 0 1 2 3 4 5
Layak Huni Bagi Warga negara korban
Negara Korban Bencana bencana yang
dan yang Terkena memperoleh rumah
Relokasi akibat Program layak huni (%)
Pemerintah Persentase Warga 0 12,5 10 12 13 14 15
Negara yang
Terkena Relokasi
Akibat Program
Provinsi yang
Memperoleh
Fasilitasi
Penyediaan Rumah
yang Layak Huni
(Persentase)
Meningkatnya Kualitas Persentase kawasan 0,32 0,36 0,54 0,81 1,21 1,82 2,73
Kawasan Permukiman kumuh dibawah 10
ha di kabupaten/kota
ditangani (%)
Berkurangnya unit 65 20 35 3,7 3,8 4 4
RTLH jumlah
(Rumah Tidak Layak
Huni) (%)
Meningkatnya Jumlah perumahan 75 75,5 76 76,5 77 775 78
penyediaan PSU yang sudah
Permukiman. dilengkapi PSU
(Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)
(%)
Meningkatnya Jumlah bidang tanah 30 35 40 45 50 60 60
Penyediaan dan yang diredistribusi
Penyelesaian (Bidang Tanah)
Permasalahan Jumlah Kepala 310 35 150 200 250 300 350
Pertanahan Keluarga penerima
akses Reforma
Agraria (Kepala
Keluarga)
Meningkatnya Nilai SAKIP 65 70-73 73-75 75-77 75-78 78-79 78-80
akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah
perangkat daerah (Nilai)
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3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan

Sasaran Renstra

Arah kebijakan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 merupakan
penjabaran teknis dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya, berfungsi
sebagai panduan utama dalam penyusunan

program, kegiatan, dan

subkegiatan.

Arah kebijakan ini dirumuskan dengan merujuk pada operasionalisasi
Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang lingkungan hidup yang
ditetapkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Hal ini
dipastikan selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kaur Tahun 2025-
2029,

berkelanjutan dan inklusif. Lebih lanjut, arah kebijakan Dinas Perumahan,

serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang

Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur ini mencerminkan
respons terhadap isu-isu strategis sektor perumhan di tingkat global, nasional,
regional, dan lokal. Adapun Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dapat
dirumuskan pada tabel 3.4.1 di bawah ini :

Tabel 3.4.1 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan Renstra

NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 Meningkatnya Akses | Meningkatnya . Peningkatan rumah [l. Peningkatan penanganan rumah
Masyarakat Terhadap | Akses menjadi layak huni, tidak layak huni

Permukiman Layak Huni | Masyarakat sehat dan B- Penanganan rumah  menuju
Terhadap berwawasan sehat dan berwawasan
Permukiman lingkungan lingkungan

Layak Huni Peninakatan  ak . Fasilitasi  penyediaan rumah
' 9 Ses bagi korban bencana alam dan

masyarakat ter_hadap program pembangunan
akses  pembiayaan y Fasilitasi penyediaan rumah
perumahan bagi masyarakat yang memiliki
. Pengurangan keterbatasan akses pembiayaan

kawasan kumuh

. Peningkatan

Penyelesaian
Sengketa
garapan

tanah

perumahan
pembinaan

. Pengembangan . Pelaksanaan
prasarana,  sarana | Penyelenggaraan perumahan
dan utilitas

Sumber : Dokumen RENSTRA Diperkimtan Prov Bengkulu (2025-2029)
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJAPENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

4.1 Rencana program dan kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran,
dan pendanaan indikatif.

Program didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukinan dan Pertanahan Propinsi
Bengkulu untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan/atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan. Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian
dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat Eselon Il yang terdiri dari
penyelenggaraan perumahan dan permukiman yang dapat melaksanakan prinsip — prinsip tata
pemerintahan yang baik, upaya pelembagaan sistem penyelenggaraan perumahan dan
permukiman tersebut perlu dilakukan terhadap seluruh unsur pelaku pembangunan baik
pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat yang berkepentingan dibidang perumahan dan
permukiman, baik berada ditingkat nasional, regional maupun lokal.

Program OPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi
OPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per
OPDsebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD,selanjutnya dijabarkan OPD
kedalam rencana kegiatan untuksetiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan

menengah OPD.

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dengan sub kegiatan sebagai berikut :
e Kaoordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
¢ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

¢ Koordinasi dan Penuyusunan DPA-SKPD

¢ Koordinasi dan Penuyusunan Perubahan DPA-SKPD

e Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Rensra PD Dan Renja PD
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2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai
berikut :

e Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
e Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD
e Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

¢ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai
berikut :

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Fasilitas Kunjungan Tamu
e Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub

kegiatan sebagai berikut :

e Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
e Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
e Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
¢ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan

Lainnya
Il. Program Pengembangan Perumahan
1. Kegiatan Pendataan penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

¢ ldentifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan

e Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun Dan Rumah Khusus
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2. Kegiatan Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban

bencana atau relokasi program kabupaten/kota

e Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah Dan Atau
Bangunan
3. Kegiatan Pembangunan dan rehabilitas rumah korban bencana atau relokasi
program kabupaten/kota dengan sub kegiatan sebagai berikut :

¢ Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana

e Operasional Dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Pada Relokasi Program

Kabupaten/Kota
Ill. Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
Dengan Luas Di Bawah 10 (Ha)
e Penyusunan/Review/Legalisai Kebijakan Bidang PKP
2. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas Di
Bawah 10 (Ha) dengan sub kegiatan sebagai berikut:
e Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
e Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh

IVV. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan dengan sub kegiatan sebagai
berikut :
e Penyediaan PSU Di Perumahan

V. Program Penyelesaian sengketa tanah garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah kabupaten/kota

dengan sub kegiatan sebagai berikut :

e Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
VI. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dengan sub kegiatan sebagai berikut :
¢ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan
Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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VII. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan

Maksimum dan Tanah Absentee

1. Kegiatan Penetapan Subjek Dan Objek Redistribusi Tanah Serta Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee Dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Dengan Sub Kegiatan Sebagai berikut :
¢ Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan

Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
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4.2 Indikator Kinerja Daerah

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kab. Kaur Tahun 2025-2029

Tabel 4.2.1 Indikator Kinerja Daerah

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR BASELINE 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
| ASPEK PELAYANAN UMUM
! Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 65 70-73 73-75 577 75-78 78-719 70-80
2 Persentase warga negara korban_ bencana yang % 0 0 1 2 3 4 5
memperoleh rumah layak huni
3 Level Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level Berkembang Berkembang Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi
4 Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di
0,32 0,36 0,54 0,81 121 182 2,73
kabupaten/kota ditangani Persentase
5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi
PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas % 75 75,5 76 76,5 7 775 78
Umum)
6 Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang
atau Badan Hukum yang Melaksanakan
Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Persentase 75 755 76 76,5 7 775 78
Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
PSU
7 Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam
Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Persentase 51 51,45 51,90 51,55 51,60 52 53
Daerah
] INDIKATOR KINERJA KUNCI
1| RumahTanggadengan AksesHunian Layak, | o 5767 2 6071 6092 6191 6271 6271
Terjangkau dan Berkelanjutan (%)
2 Jumlah bidang tanah yang diredistribusi Bidang Tanah 30 35 40 45 50 60 60
3 Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma
Agraria Kepala Keluarga 310 35 150 200 250 300 350
4 Berkurangnya unit RTLH jumlah (Rumah Tidak % 65 20 35 37 38 4 4
Layak Huni)
5 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Indeks 51 51,45 60 65 70 75 80
6 Persentase Warga Negara yang Terkena
Relokasi Akibat Program Provinsi yang
Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah Persentase 0 125 10 12 13 14 15
yang Layak Huni
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4.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Tabel 4.3.1 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME/
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

4.700.000.000,00

4.970.000.000,00

5.240.750.000,00

5.505.000.000,00

5.767.500.000,00

1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

3.600.000.000,00

3.700.000.000,00

3.800.000.000,00

3.900.000.000,00

4.000.000.000,00

Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang
urusan pemerintahan

Capaian Kinerja Penyediaan Jasa
Penunjang  Urusan  Pemerintahan
Daerah (%)

50

52

3.600.000.000,00

53

3.700.000.000,00

3.800.000.000,00

55

3.900.000.000,00

55

4.000.000.000,00

1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran,
dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

62.640.000,00

65.162.000,00

67.430.100,00

70.061.000,00

72.660.000,00

Dokumen-dokumen dan laporan yang
dihasilkan dari proses perencanaan,
penganggaran, dan evaluasi kinerja di
tingkat perangkat daerah

Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata Pendukung
Statistik Sektoral

Daerah (Dokumen)

62.640.000,00

Jumlah Data Statistik Sektoral
Daerah yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah (Data)

Jumlah Berita Acara Hasil Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

(Berita Acara)

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD

(Dokumen)

Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi
dan Harmonisasi Pusat dan Daerah
dalam Rangka Mendukung Target
Pembangunan Nasional melalui
Koordinasi Teknis

Pembangunan (Berita Acara)

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan
Selain Renstra PD dan
Renja PD yang disusun (Dokumen)

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi

Kinerja SKPD (Laporan)

65.162.000,00

67.430.100,00

70.061.000,00

72.660.000,00

1.04.2.10.0.00.01.00
00 - DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 1 1 1 1 1
Perangkat Daerah (Laporan)
Jumlah Subtansi Koordinasi
Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam Penyelenggaraan Urusan 0 1 1 1 1
Pemerintahan Daerah yang Diampu
(Substansi)
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan 1 1 1 1 1
Dokumen DPA-SKPD
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen i il i o il i
Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
1.04.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan 1 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dokumen)
1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.500.000,00 5.600.000,00 5.700.000,00 5.800.000,00 5.900.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan iim;?ZnDﬁgTEZ;E;:;KE;dj:unan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan P Y 1 5.500.000,00 1 5.600.000,00 1 5.700.000,00 1 5.800.000,00 1 5.900.000,00
Dokumen RKA-SKPD
Dokumen RKA-SKPD
(Dokumen)
1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen Perubahan 9.000.000,00 9.100.000,00 9.200.000,00 9.300.000,00 9.400.000,00
RKA-SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
RIKA-SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil 1 1 9.000.000,00 1 9.100.000,00 1 9.200.000,00 1 9.300.000,00 1 9.400.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)
L iEn AR - (CERITEEIGER 11.000.000,00 11.100,000,00 11.200.000,00 11.300,000,00 11.400,000,00
Penyusunan DPA-SKPD
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan IJ_umIah Dl_(:ku_rlnlin DSA-S.K';D dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | —cPoran maslieoordinast Fenyusunan 1 1 11.000.000,00 1 11.100.000,00 1 11.200.000,00 1 11.300.000,00 1 11.400.000,00
Dokumen DPA-SKPD
Dokumen DPA-SKPD
(Dokumen)
200005 oo nasldan 12.000.000,00 13.000.000,00 14.000.000,00 15.000.000,00 16.000.000,00
Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
DPA-SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil 2 12,000.000,00 2 13.000.000,00 2 14.000.000,00 2 15.000.000,00 2 16.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)
1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 16.000.000,00 16.800.000,00 17.325.000,00 18.191.000,00 19.000.000,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
. . S Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ters',edlanya.Lapor:f\n Qapalan Kinerja_dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Lanoran Hasil Koordinasi Penvusunan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan P . - Yusu 1 1 16.000.000,00 1 16.800.000,00 1 17.325.000,00 1 18.191.000,00 1 19.000.000,00
5 - . A Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi L
Kinerja SKPD Realisasi
) Kinerja SKPD (Laporan)
LA 2MTT - EEE) R 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Perangkat Daerah
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja 1 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Terselenggaranya Walidata Pendukung Penyelenggaraan Walidata Pendukung
Statistik Sektoral Daerah Statistik Sektoral 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Daerah (Dokumen)
1.04.01.2.01.0009 - Pelaksanaan
Pengumpulan Data Statistik Sektoral 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Daerah yapg Te[ah Dikumpulkan 1 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Sektoral Daerah dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah (Data)
1.04.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam Rangka 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara Hasil Forum
Terlaksananya |_=orum Perangkat Daere%h Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Urusan yang Diamou dalam Rangka
dalam Rangka Penyusunan Dokumen yang lamp 9 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
(Berita Acara)
1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen
Perencanaan Urusan Selain 8.440.000,00 8.862.000,00 9.305.100,00 9.770.000,00 10.260.000,00
Renstra PD dan Renja PD
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan
. . Selain Renstra PD dan 1 1 8.440.000,00 1 8.862.000,00 1 9.305.100,00 1 9.770.000,00 1 10.260.000,00
Selain Renstra PD dan Renja PD . :
Renja PD yang disusun (Dokumen)
1.04.01.2.01.0012 - Koordinasi
e R el et 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dalam Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang Diampu
Terkoordinasikannya Peningkatan J”m.'ah SubtanS|IK_00r.dlnaSI
Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat
. dalam Penyelenggaraan Urusan 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan . N
3 Pemerintahan Daerah yang Diampu
Daerah yang Diampu .
(Substansi)
1.04.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan
Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka
Mendukung Target Pembangunan Nasional 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
melalui
Koordinasi Teknis Pembangunan
. . L .. | Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi
Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi o
dan Harmonisasi Pusat dan Daerah
Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung dalam Rangka Mendukuna Target
Target Pembangunan Nasional melalui 9 ndukung 7arg 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
. ! Pembangunan Nasional melalui
Koordinasi Teknis Pembangunan L .
Koordinasi Teknis
Pembangunan (Berita Acara)
A 202 AT eV 2.680.408.786,00 2.814.709.225,00 2.955.724.686,00 3.103.790.920,00 3.259.260.466,00
Perangkat Daerah
DeE e KEEE FEE g El || MGl g M liE EE 19 31 268040878600 | 31 281470022500 | 31 295572468600 | 31 310379092000 | 31 3.250.260.466,00

Daerah

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan 3 3 3 3 3
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi  Penyusunan  Laporan 1 1 1 1 1
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)
Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 1 1 1 1 1
SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi 0 1 1 1 1 1
Anggaran (Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 1 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Administrasi Pelaksanaan Tugas 0 1 1 1 1
ASN (Dokumen)
Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak
: " 0 1 1 1 1
Lanjut Pemeriksaan
(Dokumen)
AR 2R - FEmyeE 7 CEIEE 25561.568.786,00 2.689.647.225,00 2.824.129.586,00 2.965.336.065,00 3.113.602.869,00
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Jumiah Orang yang Menerima Gaji 19 31 2.561.568.786,00 31 2.689.647.225,00 31 2.824.129.586,00 31 2.965.336.065,00 31 3.113.602.869,00
dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)
L04.01:2,02,00025Renyeciaanyadministast 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pelaksanaan Tugas ASN
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan
Ve 9 Administrasi Pelaksanaan Tugas 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
ASN
ASN (Dokumen)
1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan
e e 94.440,000,00 99.162.000,00 104.120.100,00 109.326.105,00 114.792.410,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Terlaksananva Penatausahaan dan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan
- y. - Pengujian/Verifikasi Keuangan 1 94.440.000,00 1 99.162.000,00 1 104.120.100,00 1 109.326.105,00 1 114.792.410,00
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
SKPD (Dokumen)
1.04.01.2.02.0004 - Koordinasi dan
Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Jumiah Dokumen Koordinasi dan
Ny Y Pelaksanaan Akuntansi SKPD 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Akuntansi SKPD
(Dokumen)
1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 5.000.000,00 5.250.000,00 5.512.500,00 5.788.125,00 6.077.531,00
Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah- Laporan Keuangan Akh'_r
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Tahun SKPD dan Laporan Hasil
P . Koordinasi  Penyusunan  Laporan 1 1 5.000.000,00 1 5.250.000,00 1 5.512.500,00 1 5.788.125,00 1 6.077.531,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir .
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Tahun SKPD
(Laporan)
1.04.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan
Penyiapan Bahan Tanggapan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Pemeriksaan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersdianya Dolumen Bahan Tonggepan Pemericaan dan Tindsk
Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak 9gap . 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
N " Lanjut Pemeriksaan
Lanjut Pemeriksaan
(Dokumen)
1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Keuangan 19.000.000,00 20.250.000,00 21.562.500,00 22.940.625,00 24.387.656,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Tersedianya Laporan Keuanaan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
va Lap 9 Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuanaan Y 3 3 19.000.000,00 3 20.250.000,00 3 21.562.500,00 3 22.940.625,00 3 24.387.656,00
Laporan Keuangan Burl)ananl'l' riwule?nanlSemesteran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
SKPD (Laporan)
1.04.01.2.02.0008 - Penyusunan
Pelaporan dan Analisis Prognosis 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Realisasi Anggaran
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan dan
- V! . . _p Analisis Prognosis Realisasi 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Anggaran (Dokumen)
U208~ AslnlTses) Emg i 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300,000,00 300.000,00
Daerah pada Perangkat Daerah
Dokumen dan laporan yang dihasilkan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
dari proses pengelolaan Barang milik Penyusunan Laporan Barang Milik 0 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00
daerah Daerah pada SKPD (Laporan)
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
Barang Milik Daerah 0 1 1 1 1
SKPD (Dokumen)
Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD 0 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD 0 & L & & L
(Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang Milik 9 i i f i i
Daerah SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD 0 1 1 1 1
(Laporan)
Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD 0 1 1 1 1
(Dokumen)
1.04.01.2.03.0001 - Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Daerah SKPD
. Jumlah Rencana Kebutuhan Barang
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 0 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Milik Daerah SKPD
(Dokumen)
1.04.01.2.03.0002 - Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Jumiah Dokumen Pengamanan Barang
4 g 9 Milik Daerah SKPD 0 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Daerah SKPD
(Dokumen)
2y ou0 oo dijasi(dany 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Penilaian Barang Milik Daerah SKPD




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang | Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Barang Milik Daerah dan Hasil 0 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Penilaian Barang Milik Koordinasi Penilaian Barang Milik
Daerah SKPD Daerah SKPD (Laporan)
1.04.01.2.03.0004 - Pembinaan,
Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Daerah pada SKPD
. Jumlah Laporan Hasil Pembinaan,
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, pengawasan. dan Pengendalian
dan Pengendalian Barang Milik Daerah 9 . 9 0 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Barang Milik Daerah pada SKPD
pada SKPD
(Laporan)
1.04.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Daerah pada SKPD
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik 0 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD (Laporan)
1.04.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang
Milik Daerah pada SKPD 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada SKPD 0 25.000,00 1 25.000,00 1 25.000,00 1 25.000,00 1 25.000,00
Daerah pada SKPD
(Laporan)
1.04.01.2,03.0007 - Pemanfaatan
Barang Milik Daerah SKPD 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
- Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik | g2 ik Darah 0 25.000,00 1 25.000,00 1 25.000,00 1 25.000,00 1 25.000,00
Daerah SKPD
SKPD (Dokumen)
O R A < AT O 600.000,00 600.00000 600.000,00 600.000,00 600.000,00
Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
e UET S IED PETE T DEEE Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 0 1 600.000,00 1 600.000,00 1 600.000,00 1 600.000,00 1 600.000,00
Kewenangan Perangkat Daerah -
Retribusi Daerah (Laporan)
Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 0 1 1 1 1 1
Daerah (Dokumen)
Jum!ah Da{a Opjek, Subjek dan 0 1 1 1 1 1
Wajib Retribusi Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Analisis
serta Pengembangan  Retribusi 0 1 1 1 1
Daerah dan Kebijakan Retribusi
Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Ketetapan 0 1 1 1 1
Retribusi Daerah (Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan 0 1 1 1 1
Retribusi Daerah (Laporan)
Jumlah Dokumen Rencana
Pengelolaan Retribusi Daerah 0 1 1 1 1
(Dokumen)
LA AL o [ R (Y 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pengelolaan Retribusi Daerah
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Jumlah Dokumen Rencana
Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
(Dokumen)
1.04.01.2.04.0002 - Analisa dan
Pengembangan Retribusi Daerah, serta 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya Hasil Analisis serta is;‘alah Pgﬁk:nr:t?:n ';?S'I Rﬁ?r?llaljfi
Pengembangan Retribusi Daerah dan Y o Y PR 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
" L Daerah dan Kebijakan Retribusi
Kebijakan Retribusi Daerah
Daerah (Dokumen)
1.04.01.2.04.0003 - Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Retribusi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Daerah
Terlaksananya Penyuluhan dan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan
Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Penyebarluasan Kebijakan 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Daerah Retribusi Daerah (Laporan)
1.04.01.2.04.0004 - Pendataan dan
Pendaftaran Objek Retribusi Daerah 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib | Jumlah Data Objek, Subjek dan
Retribusi Daerah Wajib Retribusi Daérah (Dokumen) 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
AEAN AT = (RaTEIENED e 50,000,00 50.000,00 50,000,00 50,000,00 50.000,00
Retribusi Daerah
Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,
dan Pelaporan Data Pemeliharaan, dan Pelaporan Data 0 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Retribusi Daerah Retribusi Daerah (Laporan)
Ui AT~ (R e 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Retribusi Daerah
Tersedianya Dokumen Ketetapan Jumlah Dokumen Ketetapan
0 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Retribusi Daerah Retribusi Daerah (Dokumen)
L0402 0 O0DTReapora 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pengelolaan Retribusi Daerah
Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi | Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Daerah Daerah (Dokumen)
A 208 - ASlIiTSIEE KEFEga e 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00
Perangkat Daerah
Dokumen Kepegawaian, Perencanaan, dan AN IR Mgl
N Peg ! ’ Sosialisasi Peraturan 0 1 900.000,00 1 900.000,00 1 900.000,00 1 900.000,00 1 900.000,00
lainnya
Perundang-Undangan (Orang)
Jumlah ASN yang
dipindahtugaskan (Orang) 0 L L d L L
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 0 1 1 1 1 1
Kepegawaian (Dokumen)
Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 0 1 1 1 1
Pegawai (Dokumen)
Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi 0 1 1 1 1
Kepegawaian (Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Pemulangan
Pegawai yang Meninggal dalam 0 0 0 1 0
Melaksanakan Tugas (Laporan)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-Undangan 9 L 1 d L 1
(Orang)
Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Atribut Kelengkapan 0 1 1 1 1 1
(Paket)
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi yang Mengikuti 0 1 1 1 1 1
Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
Jumlah Pegawai Pensiun yang 0 1 1 1 1 1

Dipulangkan (Orang)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah Unit Peningkatan Sarana
dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit) 0 1 1 1 1
AT = (RN EEN SR G 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Prasarana Disiplin Pegawai
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana
Y P g . dan Prasarana Disiplin Pegawai 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)
205 0002 Repoatal ok Rlgas 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
beserta Atribut Kelengkapannya
. 5 . . Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta
Tersedianya Pakaian Dinas beserta AMribut | i ¢ elengkapan 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Kelengkapan
(Paket)
ALAOLANBATIR) = PETHEEER () 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Jumiah Dokumen Pendataan dan
L h 3 Pengolahan Administrasi 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Administrasi Kepegawaian 5
Kepegawaian (Dokumen)
1.04.01.2.05.0004 - Koordinasi dan
Pelaksanaan Sistem Informasi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Kepegawaian
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi
Pelaksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Kepegawaian Kepegawaian (Dokumen)
AT ABHITTS - MTiilrg Belves), ¢ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Penilaian Kinerja Pegawai
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Jumiah Dokumen Monitoring,
o S A ’ Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Penilaian Kinerja Pegawai K
Pegawai (Dokumen)
AR ACEND-FET G gy 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
yang Pensiun
Terla_ksananya Pemulangan Pegawai yang Ju_mlah Pegawai Pensiun yang 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Pensiun Dipulangkan (Orang)
1.04.01.2.05.0007 - Pemulangan Pegawai
yang Meninggal dalam 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Melaksanakan Tugas
Terlaksananya Pemulangan Pegawai Jumlah Laporan Hasil Pemulangan
yang Meninggal dalam Melaksanakan Pegawai yang Meninggal dalam 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
Tugas Melaksanakan Tugas (Laporan)
AN 20T (REEEED WOEES A 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN | 2umiah ASN yang 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
dipindahtugaskan (Orang)
1.04.01.2.05.0009 - Pendidikan dan
Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dan Fungsi
- . Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas
;:fﬁ”;gﬁ;;”g:‘ﬁ” ::g;e'é‘z':a:i dan Fungsi yang Mengikuti 0 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00
9 9 9 Pendidikan dan Pelatihan (Orang)
iR ALY - Sl REEIE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Perundang-Undangan
I Jumlah Orang yang Mengikuti
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Sosialisasi Peraturan 0 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Perundang-Undangan
Perundang-Undangan (Orang)
1.04.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Perundang-Undangan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Bimbingan Teknis éulm:i: 2:132_%'2; aizglrr’\:lirg#s#t:si
Implementasi Peraturan 9 P 0 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00 1 50.000,00
Peraturan Perundang-Undangan
Perundang-Undangan
(Orang)
L=t e LI PR 394.450,000,00 414.1725500,00 434.881.125,00 456,625.180,00 479.456.438,00
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
FREEREERp L EEE RIS W || G Farilen 0 1 394.450,000,00 1 414.172,500,00 1 434.881.125,00 1 456.625.180,00 1 479.456.438,00
perangkat daerah Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)
Jumlah Paket Peralatan Rumah 0 1 1 1 1
Tangga yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang 1 1 1 1 1 1
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan 0 1 1 1 1 1
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan 1 1 1 1 1 1
(Paket)
Jumlah Paket Bahan/Material yang 0 1 1 1 1
Disediakan (Paket)
Jumlah Paket Bahan Logistik 1 1 1 1 1
Kantor yang Disediakan (Paket)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat|
Koordinasi dan Konsultasi 1 1 1 1 1
SKPD (Laporan)
Jumlah Laporan Fasilitasi
Kunjungan Tamu (Laporan) 4 L L d Ll L
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD 0 1 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD 0 & L & & L
(Dokumen)
1.04.01.2.06.0001 - Penyediaan
Repeoiieas 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Instalasi
S Y P Listrik/Penerangan Bangunan 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor B
Kantor yang Disediakan (Paket)
Ol 2 05000 e Vel an Jctataia 175.000.000,00 183.750.000,00 192.937.500,00 202.584.375,00 212.713.593,00
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Jumlah Paket Peralatan dan
Kantor Perlengkapan Kantor yang 1 1 175.000.000,00 1 183.750.000,00 1 192.937.500,00 1 202.584.375,00 1 212.713.593,00
Disediakan (Paket)
AR 2GR el 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Jumiah Paket Peralatan Rumah 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Tangga yang Disediakan (Paket)
LA AT~ Ry (e 54.000.000,00 56.750.000,00 59.637.500,00 62.669.375,00 65.852.843,00
Logistik Kantor
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik 1 1 54.000.000,00 1 56.750.000,00 1 50.637.500,00 1 62.669.375,00 1 65.852.843,00

Kantor yang Disediakan (Paket)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
AR 2T = eyl [ EEIe 27.200,000,00 28560.000,00 29.988.000,00 31.487.400,00 33.061.770,00
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Y Y Penggandaan yang Disediakan 1 1 27.200.000,00 1 28.560.000,00 1 29.988.000,00 1 31.487.400,00 1 33.061.770,00
Penggandaan
(Paket)
1.04.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacazn dan dan Peraturan 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Peraturan Perundang-undangan Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)
S Ren edicay 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Bahan/Material
Tersedianya Bahan/Material Jumizh Paket Bahan/Material yang 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Disediakan (Paket)
A R T 8.500.000,00 8.925.000,00 9.371.250,00 9.839.812,00 10.331.803,00
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi 1 1 8.500.000,00 1 8.925.000,00 1 9.371.250,00 1 9.830.812,00 1 10.331.803,00
Kunjungan Tamu (Laporan)
AL AT = FEEEERERED (R 128.750.000,00 135.187.500,00 141.946.875,00 149.044.218,00 156.496.429,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat]
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi 1 128,750.000,00 1 135.187.500,00 1 141.946.875,00 1 149.044.218,00 1 156.496.429,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD (Laporan)
25 Ul Renaieusahea A D 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Dinamis pada SKPD
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Y P Dinamis pada SKPD 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
pada SKPD
(Dokumen)
1.04.01.2.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Elektronik pada SKPD
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan E’L;rlgg;ngg:usri:f:m%ek;re]r%(:?ahan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik . . 0 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00
Berbasis Elektronik pada SKPD
pada SKPD
(Dokumen)
1.04.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Daerah
Tersedianya barang milik daerah penunjan Al U A RS T DR
yanarang PENUNIANG | T2 Bermotor yang Disediakan 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00
urusan pemerintahan (Unit
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau 0 0 0 1 0
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang 0 0 0 1 0 0
Disediakan (Unit)
Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 0 0 1 0
(Unit)
Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya
yang Disediakan (Unit) g g 0 a g g
Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 0 0 0 0 1 0

yang Disediakan (Unit)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Ju_mlah Unit AIaF Besar yang 0 0 0 1 0 0
Disediakan (Unit)
Jumlah Paket Mebel yang
Disediakan (Unit) ® 9 0 i 9
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 1 0 0
Lainnya yang Disediakan (Unit)
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 0 0 1 0 0
Lainnya yang Disediakan (Unit)
Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas 0 0 0 1 0 0
Jabatan yang Disediakan (Unit)
1.04.01.2.07.0001 - Pengadaan
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Dinas Jabatan
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Y 3 9 Dinas atau Kendaraan Dinas 0 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
atau Kendaraan Dinas Jabatan A .
Jabatan yang Disediakan (Unit)
1.04.01.2.07.0002 - Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Jumlah Unit Kendaraan Dinas
M P Operasional atau Lapangan yang 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
atau Lapangan I B
Disediakan (Unit)
AT 20T - FEngE FEm AL EesEy 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tersedianya Alat Besar Jumiah Unit Alat Besar yang 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
Disediakan (Unit)
AN 20T = PETEEEEEN A ANEE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Darat Tak Bermotor
. Jumlah Unit Alat Angkutan Darat
;:rrs"elgz:ya Alat Angkutan Darat Tak Tak Bermotor yang Disediakan 0 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
(Unit)
1.04.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tersedianya Mebel Jumlah PaketMebel yang 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
Disediakan (Unit)
AT - RETTEEE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Peralatan dan Mesin Lainnya
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatarj dan Mesi'n 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
Lainnya yang Disediakan (Unit)
i’;’i‘:{r?;f'(’7'°°°7 =(REEENASE TG 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tersedianya Aset Tetap Lainnya Jumiah Unit Aset Tetap Lainnya 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
yang Disediakan (Unit)
o 207~ PR EE N AV 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Berwujud
Tersedianya Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
yang Disediakan (Unit)
a2 = (R g 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Jumiah Unit Gedung Kantor atau
Lainnya Ve 9 9 Bangunan Lainnya yang Disediakan 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
4 (Unit)
1.04.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

Bangunan Lainnya




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedun Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
V! . 9 Gedung Kantor atau Bangunan 0 0 50.000,00 0 50.000,00 1 50.000,00 0 50.000,00 0 50.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya 3 A B
Lainnya yang Disediakan (Unit)
1.04.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
Kantor atau Bangunan Lainnya
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung éir:tﬁ?(imté:drz':‘a fgﬂg??ﬁna
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 9 . 9 L 0 50.000,00 0 50.000,00 0 50.000,00 1 50.000,00 0 50.000,00
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)
AEAELZ0T = e ) FEnlg 139.195.200,00 140.295.200,00 141.395.200,00 142.495.200,00 143.595.200,00
Urusan Pemerintahan Daerah
IFErEENESCNTIED EpBemfEn e | dunld e Manelmm b S 0 0 139.195.200,00 0 140.295.200,00 1 141.395.200,00 0 142.495.200,00 0 143595.200,00
urusan pemerintahan Menyurat (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang 1 1 i 1 1 1
Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 1 1 1 1 1
Listrik yang Disediakan (Laporan)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 1 1 1 1
yang Disediakan (Laporan)
AN 2B - FeEilEEm I St 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Menyurat
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 0 1.000.000,00 0 1,000.000,00 1 1,000.000,00 0 1,000.000,00 0 1,000.000,00
Menyurat Menyurat (Laporan)
ALAOLATIETR - FEREN R 121.195.200,00 122.195.200,00 123.195.200,00 124.195.200,00 125.195.200,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Air d LYI ik ' 4 Komunikasi, Sumber Daya Air dan 1 1 121.195.200,00 1 122.195.200,00 1 123.195.200,00 1 124.195.200,00 1 125.195.200,00
ir dan Listri Listrik yang Disediakan (Laporan)
ARAILATALIE = [REEEN ) el 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Jumah Laporan Penyediaan Jasa
Kant 4 9KaPAN | peralatan dan Perlengkapan Kantor 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
antor yang Disediakan (Laporan)
UL 0L 205 0000 et Vediaanasa 16.000.000,00 16.100.000,00 16.200.000,00 16.300.000,00 16.400.000,00
Pelayanan Umum Kantor
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
4 4 Pelayanan Umum Kantor yang 1 16.000.000,00 1 16.100.000,00 1 16.200.000,00 1 16.300.000,00 1 16.400.000,00
Disediakan (Laporan)
1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 317.406.014,00 259.761.075,00 194.668.889,00 121.127.700,00 39.127.896,00
Daerah
Jumlah Sarana dan Prasarana
RSN ARG WNGEEEN Y || CEElig CEnifr Gy EENgImE 2 2 317.406.014,00 2 250.761.075,00 2 194.668.889,00 2 121.127.700,00 2 39.127.896,00
dipelihara Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Jumlah Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor yang Dipelihara dan 0 0 0 1 0 0
Dibayarkan Perizinannya (Unit)
Jumla_h Alat Besar yang Dipelihar_a 0 0 1 0 0 0
dan dibayarkan Perizinannya (Unit)
Jumlah Aset Tak Berwujud yang
Dipelihara  (Unit) 9 g 9 0 L 9
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 0 0 0 0 1 0

Dipelihara (Unit)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang 0 0 1 0 0

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional

atau Lapangan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajak 9 © 0 v 9

dan Perizinannya (Unit)

Jumlah Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan 2 2 2 2 2

dibayarkan Pajaknya (Unit)

Jum_lah Mebel yang Dipelihara 0 0 0 0 1 0

(Unit)

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

yang Dipelihara (Unit) g 0 0 0 L g

Jumlah Sarana dan Prasarana

Pendukung ngung Kantor atau 0 0 0 0 1 0

Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

Luas Tanah yang Dilakukan 0 0 0 1 0

Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)
1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa
(PN ETEER, BV (Al e, G 34.000.000,00 35.000.000,00 36.000.000,00 37.000.000,00 38.000.000,00
Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Perorangan
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas 2 34.000.000,00 2 35.000.000,00 2 36.000.000,00 2 37.000.000,00 2 38.000.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
Jabatan dibayarkan Pajaknya (Unit)
1.04.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa
PemeiEeE PR PEmEhEE, 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
Pemellharaan_, Pajak dan _Perlzman at_au Lapangan_yang Dipelihara dan 0 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
Kendaraan Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak
Lapangan dan Perizinannya (Unit)
1.04.01.2.09.0003 - Penyediaan Jasa
geelitaaaniBiava 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
Tersed_ ianya Jasa Pem_el_iharaan, Biaya Jumla_h Alat Besar yang Dipelihar_a 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dan dibayarkan Perizinannya (Unit)
1.04.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan
Perizinan Alat Angkutan Darat Tak 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Bermotor
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Jumlah Alat Angkutan Darat Tak
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Bermotor yang Dipelihara dan 0 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
Angkutan Darat Tak Bermotor Dibayarkan Perizinannya (Unit)
1.04.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Terlaksananya Pemelinaraan Mebel im’gh Mebel yang Dipelinara 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
AN ABCITED - e e FRErlEEn 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dan Mesin Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00

Mesin Lainnya

yang Dipelihara (Unit)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
t.;);:].:)l/f.OQ.OOW =PeEIEEE/ASE: TEED 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Ju_mla_h Aset Tetgp Lainnya yang 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
Lainnya Dipelihara (Unit)
AR 2R PEmEEREN ASE! TS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Berwujud
Terlaks_ananya Pemeliharaan Aset Tak Ju_mla_h AsetTak_Berwujud yang 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
Berwujud Dipelihara (Unit)
1.04.01.2.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Gedung Lainnya yang 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
1.04.01.2.09.0010 -
IROMEMEEEREIBITES) STEIR AR 282.406.014,00 223.761.075,00 157.668.889,00 83.127.700,00 127.896,00
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Saranadan Prasarana Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan 2 282.406.014,00 2 223.761.075,00 2 157.668.889,00 2 83.127.700,00 2 127.896,00
atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
1.04.01.2.09.0011 -
ETE AR o 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Pendukung ngung Kantor atau 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
Kantor Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
1.04.01.2.09.0012 -
pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Terlaksananya Pemelinaraan/Rehabilitasi Luas Tanah yang Dilakukan 0 0 100.000,00 0 100.000,00 0 100.000,00 1 100.000,00 0 100.000,00
Tanah Pemeliharaan/Rehabilitasi (Ha)
AiE210- P S FEEEED ELUD 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Jumlah BLUD yang Menyediakan
Peningkatan mutu pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 0 1.000.000,00
Pelayanan (Unit Kerja)
AP 2T -FERAENCER e 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Pelayanan BLUD
. . Jumlah BLUD yang Menyediakan
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang 0 1,000.000,00 0 1.000.000,00 0 1,000.000,00 1 1,000.000,00 0 1.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan . .
Pelayanan (Unit Kerja)
1.04.01.2.13 - Penataan Organisasi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Jumlah Dokumen Monitoring,
Telaksananya penataan organisasi SN GET PRITEATEED RKUE TES 0 1 1,000.000,00 1 1,000.000,00 1 1,000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00
Pelayanan Publik dan Tata Laksana
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kinerja 0 1 1 1 1 1
Pemerintah Daerah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Pengelolaan
Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 1 1 1 1 1

(Dokumen)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja
dan Reformasi Birokrasi 0 1 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 1 1 1 1 1
(Laporan)
AL = RETAE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan Jumlah Dokumen Pengelolaan
. Y 9 9 Kelembagaan dan Analisis Jabatan 0 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
dan Analisis Jabatan
(Dokumen)
Ao 2 P2~ (R el e 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Publik dan Tata Laksana
Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Y 4 Pelayanan Publik dan Tata Laksana 0 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
dan Tata Laksana
(Laporan)
AR 2TRYIE= (g e (eI G 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Reformasi Birokrasi
TerlaksananyaPeningkatan Kinerjadan Jumiah Dokumen Peningkatan Kinerja
N y . 9 L dan Reformasi Birokrasi 0 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
Reformasi Birokrasi
(Dokumen)
1.04.01.2.13.0004 - Monitoring, Evaluasi dan
Pengendalian Kualitas Pelayanan 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Publik dan Tata Laksana
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan éigf:sﬂiﬁug 2“8’\: doar;;;%rrgéliws
Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan " g 0 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Tata Laksana
(Dokumen)
1.04.01.2.13.0005 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Daerah
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan | Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Laporan Kinerja Pemerintah Penyusunan Laporan Kinerja 0 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
Daerah Pemerintah Daerah (Dokumen)
A 213 Pl e et el G 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
Komunikasi Pimpinan
DELOE BT, [ERIET, G2 il E (LI ] el 0 1 1100.000,00 1 1.100.000,00 1 1100.000,00 1 1.100.000,00 1 1.100.000,00
komunikasi yang dipublikasikan Komunikasi Pimpinan (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 0 1 1 1 1
Keprotokolan (Laporan)
Jumlah Laporan Pendokumentasian 0 1 1 1 1
Tugas Pimpinan (Laporan)
AT A TTT = (sl 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Keprotokolan
Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan Jumiah Laporan Hasil Fasilitasi 0 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00
Keprotokolan (Laporan)
AR AR S KEiEs 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Pimpinan
T_erlal_(sananya Fasilitasi Komunikasi Jumlah »Lap_o@n Hasil Fasilitasi 0 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00
Pimpinan Komunikasi Pimpinan (Laporan)
AP ENR)- P ARG TS 300.000,00 300.00000 300.000,00 300.000,00 300.00000
Pimpinan
Terlaksananya Pendokumentasian Jumlah Laporan Pendokumentasian 0 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00
Tugas Pimpinan Tugas Pimpinan (Laporan)
= (ARCIERAN FHENEIANE AN 100,000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 140,000.000,00 150,000.000,00

PERUMAHAN




BIDANG URUSAN/PROGRAM/

BASELINE

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATgST%LJJTrCOME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEI?:SS:I-?T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.2.10.0.00.01.00
A . bencana yang memperoleh rumah 0 100.000.000,00 02 115.000.000,00 03 130.000.000,00 04 140.000.000,00 05 150.000.000,00 ’
relokasi akibat program pemerintah layak huni (%) KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Persentase Warga Negara yang
Terkena Relokasi Akibat Program
Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi 0 0,2 03 04 0,5
Penyediaan Rumah yang Layak
Huni (Persentase)
1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase Warga Negara Korban %'ueTI:g:5;:#2?;1213;;::/&22
Bencana yang Memperoleh Rumah . 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
avalHuni berdasarkan Tingkat Kerusakan
Rumah (Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Bakal Calon
Penerima Rumah bagi Korban 0 q a a "
Bencana Kabupaten/Kota yang
Terverifikasi (Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Bakal Calon
Penerima Rumah bagi Masyarakat
yang Terkena Relokasi Program 0 1 1 1 1
Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Identifikasi
Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi 0 1 1 1 1 1
Relokasi Perumahan
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Rumah di
Lokasi Rawan Bencana 0 0 1 1 1 1
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Rumah di
Lokasi yang Berpotensi Terkena 0 0 1 1 1 1
Relokasi Program Kabupaten/Kota
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Rumah Korban|
Bencana Kabupaten/Kota Kejadian 0 1 1 1 1
Sebelumnya yang Belum
Tertangani (Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Rumah
Sewa Milik Masyarakat, Rumah 0 1 1 1 1
Susun, dan Rumah Khusus
(Dokumen)
1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi
Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Relokasi Perumahan
Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Relokasi Perumahan 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Perumahan
(Dokumen)
1.04.02.2.01.0003 - Pengumpulan Data
Rumah Korban Bencana Kejadian 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Sebelumnya yang Belum Tertangani
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban|
Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Bencana Kabupaten/Kota Kejadian 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Sebelumnya yang Belum
Tertangani

Sebelumnya yang Belum

Tertangani (Dokumen)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.02.2.01.0004 - Pendataan Tingkat
Kerusakan Rumah Akibat Bencana 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tersusunnya Dokumen Data Rumah gmz::;gggir;d:taisu;::/ﬂ:g
Terkena Bencana Kabupaten/Kota . P 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
. berdasarkan Tingkat Kerusakan
berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah
Rumah (Dokumen)
1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa
Milik Masyarakat, Rumah Susun 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dan Rumah Khusus
Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa JsivmvgahMlijli?(ku’\?:: ags;? F;ﬂ:lzz
Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Y ! 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Susun, dan Rumah Khusus
Rumah Khusus
(Dokumen)
1.04.02.2.01.0007 - Identifikasi Perumahan
g'r(')‘g;ams' VG EEIEENE] VSN RefeleE 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Kabupaten/Kota
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di IJ_ur:IaI_w DokuBmen Et)ata_l?rumkah di
Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi | or2>! Yang Berpotensi terkena 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Program Kabupaten/Kota
(Dokumen)
1.04.02.2.01.0008 - Pendataan dan Verifikasi
Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat
. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
yang Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Jumlah Dokumen Dat{a Bakal Calon
Bakal Calon Penerima Rumah bagi Penerima Rumah bagi Masyarakat
. yang Terkena Relokasi Program 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program e
Kabupaten/Kota yang Terverifikasi
Kabupaten/Kota
(Dokumen)
1.04.02.2.01.0009 - Identifikasi
Perumahan di Lokasi Rawan Bencana 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Kabupaten/Kota
Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Jumlah Dokumen Data Rumah di
ersusunnya bokumen Jata Ruma Lokasi Rawan Bencana 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Dokumen)
1.04.02.2.01.0010 - Pendataan dan Verifikasi
Calon Penerima Rumah bagi 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen éir:;??mgoéﬂﬂzﬂ Ia:té: I}B(ﬂ(rilaﬁalon
Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi g 0 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00 1 300.000,00
Bencana Kabupaten/Kota yang
Korban Bencana Kabupaten/Kota -
Terverifikasi (Dokumen)
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan
IPEETEER GED (REAEEHIES] RUTED (i 47,500,000,00 48.000.000,00 4850000000 49.000.000,00 49,500.000,00
Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang terfasilitasi
Adanya Izin Pembangunan dan GEVE (@l WA Gl
menentukan Calon Penerima 0 0 47.500.000,00 20 48.000.000,00 20 48.500.000,00 20 49.000.000,00 20 49.500.000,00
Pengembangan Kawasan A
Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Dokumen Data Penerima
Bantuan berdasarkan Jenis 0 0 1 1 1 1
Layanan (Dokumen)
Jumlah Orang pada Tim Satgas,
Tim Pendamping, dan Fasilitator 0 0 10 10 10 10

yang Terbentuk dan Terlatih
(Orang)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATgST%LJJTI_COME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PESAASS/.I\(F?T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah Orang/Sukarelawan yang
Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis
Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 0 20 20 20 20
Korban Bencana
Kabupaten/Kota (Orang)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Pengembangan Perumahan
Baru dan Mekanisme Akses 0 20 20 20 20
Pembiayaan Perumahan
(Orang)
Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Tentang Mekanisme
Penggantian Hak atas Tanah & =0 &3 @ & C
dan/atau Bangunan (Orang)
Jumla orang yang terfasilitasi dalam
rembug warga dalam menentukan
Calon Penerima Rumah bagi 0 0 20 20 20 20
Masyarakat yang Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota (Orang)
1.04.02.2.02.0001 - Sosialisasi Standar
Teknis penyediaan dan Rehabilitasi. Rumah 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
kepada Masyarakat/Sukarelawan
Tanggap Bencana
Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan| Jumlah Orang/Sukarelawan yang
dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis
kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah 0 500.000,00 20 500.000,00 20 500.000,00 20 500.000,00 20 500.000,00
Bencana Kabupaten/Kota Korban Bencana
Kabupaten/Kota (Orang)
1.04.02.2.02.0004 - Pembentukan dan
Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dan Fasilitator
Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan i_tfmlag Odrang' padf; T"E Sﬁgﬁs,
Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator | ' cnoamping, dan Fasiiitator 0 0 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00
yang Terbentuk dan Terlatih
(Orang)
1.04.02.2.02.0006 - Koordinasi untuk
Menyepakati Penerima dan Jenis 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pelayanan
Tersusunnya Dokumen Data Penerima Jumiah Dokumen Data Peperima
. Bantuan berdasarkan Jenis 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Bantuan berdasarkan Jenis Layanan
Layanan (Dokumen)
1.04.02.2.02.0007 - Rembug Warga untuk
Mzl e CEn Peisili (RITHh ey 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Masyarakat yang Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota
Terfasilitasinya masyarakat dalam Jumlaorang yang terfasilitasi dalam
menentukan Calon Penerima Rumah bagi rembug warga dalam menen_tukan
" Calon Penerima Rumah bagi 0 0 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program .
Kabupaten/Kota Masyarakat yang Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota (Orang)
1.04.02.2.02.0008 - Rembug Warga
e PR CEln (R 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang terfasilitasi
Terfasilitasinya masyarakat dalam dalam rembug warga dalam
menentukan Calon Penerima Rumah bagi menentukan Calon Penerima 0 0 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00

Korban Bencana Kabupaten/Kota

Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota (Orang)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATgST%LJJTI_COME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PES:SS::T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.02.2.02.0009 - Sosialisasi
Repoembanoaniiei pahan|Baruidan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Mekanisme Akses Pembiayaan
Perumahan
Jumlah Orang yang Mengikuti
Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan | Sosialisasi Pengembangan Perumahan
Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Baru dan Mekanisme Akses 0 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00 20 100.000,00
Perumahan Pembiayaan Perumahan
(Orang)
1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang
Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah 46.500.000,00 47.000.000,00 47.500.000,00 48.000.000,00 48.500.000,00
dan/atau Bangunan
Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian JSL(J)rsriIIaTi:agiri'ne?]tya?] Zthgigg;:;te'
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan . 50 46.500.000,00 55 47.000.000,00 60 47.500.000,00 65 48.000.000,00 70 48.500.000,00
Penggantian Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan (Orang)
1.04.02.2.03 - Pembangunan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana 48.500.000,00 63.000.000,00 77.500.000,00 87.000.000,00 96.500.000,00
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Persentase Warga Negara Korban é?g;%%&ig:éﬂﬂ;;ka;nzeIOkaS'
Bencana yang Memperoleh Rumah . . 5 48.500.000,00 5} 63.000.000,00 5 77.500.000,00 5 87.000.000,00 5} 96.500.000,00
Layak Huni Dllaksanalfan Operaspnal
dan Pemeliharaan (Unit Rumah)
Jumlah Rumah Korban Bencana
Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5] 5] 5 5 5]
(Unit Rumah)
Jumlah Rumah Khusus beserta PSU
bagi Ma_syarakat yang Terkena 0 1 1 1 1
Relokasi Program
Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
Jumlah Rumah Khusus beserta PSU
bagi Korban Bencana 0 0 1 1 1 1
Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang
Terdampak Relokasi Program 0 0 0 10 10 10
Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
Jumlah Rumah bagi Korban Bencana
Kabupaten/Kota yang 0 0 10 10 10 10
Terbangun (Unit Rumah)
Jumlah Rumah Tangga yang
Terdampak Relokasi Program
Pemerintah Kabupaten/Kota yang 0 10 10 10 10
Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan
Rumah (Rumah Tangga)
Jumlah Rumah Tangga bagi Korban
Bencana Kabupaten/Kota yang
Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan 0 0 10 10 10 10
Rumah (Rumah
Tangga)
Jumlah Rumah pada Perumahan bagi
Korban Bencana kabupaten/kota yang
dilaksanakan Operasional dan 0 0 10 10 10 10
Pemeliharaan
(Unit Rumah)
Ui AR - (REEHTEERIGERD (2L 11.000.000,00 11.500.000,00 12.000.000,00 125500,000,00 13.000.000,00
Korban Bencana
Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Jumiah Rumah Korban Benca_m_a .
Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 5 5 11.000.000,00 5 11.500.000,00 5 12.000.000,00 5 12.500.000,00 5 13.000.000,00

Bencana Kabupaten/Kota

(Unit Rumah)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
AEI0R 2R - [FEmiEEHED RUE 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
bagi Korban Bencana
Terbangunnyarumah bagi Korban Bencana Jumlah Rumah bagi Korban Bencana
gunny: 9 Kabupaten/Kota yang 0 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Kabupaten/Kota .
Terbangun (Unit Rumah)
1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan
Pemeliharaan Lingkungan Perumahan 30.500.000,00 44.500.000,00 58.500.000,00 67.500.000,00 76.500.000,00
pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
Terlaksananya Operasional dan Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi
Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada | Program Kabupaten/Kota yang 5 5 30.500.000,00 5 445500.000,00 5 58.500.000,00 5 67.500.000,00 5 76.500.000,00
Lokasi Relokasi Program Dilaksanakan Operasional
Kabupaten/Kota dan Pemeliharaan (Unit Rumah)
1.04.02.2.03.0007 - Fasilitasi Penyediaan
Rumah bagi Korban Bencana 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tangga bagi Korban
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Bencana Kabupaten/Kota._yang
Y Y 9 Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan 0 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Rumah (Rumah
Tangga)
1.04.02.2.03.0008 - Fasilitasi Penyediaan
LA UL EELS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Relokasi Program
Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tangga yang
Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Terdampak Relokasi Program
Masyarakat yang Terdampak Relokasi Pemerintah Kabupaten/Kota yang 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Program Pemerintah Kabupaten/Kota Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan
Rumah (Rumah Tangga)
1.04.02.2.03.0009 - Pembangunan Rumah
g IR Ve 1,000.000,00 1,000.000,00 1,000.000,00 1,000.000,00 1,000.000,00
Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang | Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang
Terdampak Relokasi Program Terdampak Relokasi Program 0 0 1.000.000,00 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
1.04.02.2.03.0010 - Operasional dan
Pemeliharaan Lingkungan Perumahan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah pada Perumahan bagi
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan| Korban Bencana kabupaten/kota yang
di lingkungan perumahan bagi korban dilaksanakan Operasional dan 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
bencana Pemeliharaan
(Unit Rumah)
1.04.02.2.03.0011 - Pembangunan
IRUTELD (NIUEIS e (RS g 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Masyarakat yang Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
Terbangunnya Rumah Khusus beserta iumlaMh Rumat;(lihusus bf_se:a PsU
PSU bagi Masyarakat yang Terkena Riﬁékazisry:?;rzmyang erkena 0 0 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00
Relokasi Progaram Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Unit Rumah)
1.04.02.2.03.0012 - Pembangunan Rumah
Khusus beserta PSU bagi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Korban Bencana Kabupaten/Kota
Terbangunnya Rumah Khusus beserta Jumlah Rumah Khusus beserta PSU
PSU bagi Korban Bencana bagi Korban Bencana 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00

Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota (Unit Rumah)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATé)SﬂC:)’lLJJTrCOME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PE;_\ASS;_?T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.02.2.04 - Pendistribusian dan Serah
Terima Rumah bagi Korban Bencana 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Tersedianya pendistribusian dan serah terima Jum_lah ICEIGTED SEE VETTE (RUTES
bagi Korban Bencana 0 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
rumah bencana
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah
bagi Ma§yarakat yang Terkena 0 10 10 10 10
Relokasi Program
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Rumah Tangga Terdampak
Bencana Kabupaten/Kota yang
Mendapatkan Fasilitasi Bantuan 0 0 10 10 10 10
Penyediaan Rumah (Rumah
Tangga)
Jumlah Rumah Tangga Terkena
Relokasi Program Kabupaten/Kota
yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan 0 0 10 10 10 10
Penyediaan Rumah
(Rumah Tangga)
1.04.02.2.04.0003 - Pelaksanaan
BT RITE NS MESEERER SN 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tangga Terkena
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Relokasi Program Kabupaten/Kota
Masyarakat yang Terkena Relokasi Program | yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan 0 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00
Kabupaten/Kota Penyediaan Rumah
(Rumah Tangga)
1.04.02.2.04.0004 - Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Masyarakat yang
A 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota
Terlaksananya  Penatausahaan ~ Serah Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah
Terima Rumah bagi Masyarakat yang | bagi Masyarakat yang Terkena 0 0 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00
Terkena Relokasi Program Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dokumen)
1.04.02.2.04.0005 - Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Korban 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Bencana Kabupaten/Kota
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima | Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah
Rumah bagi Korban Bencana bagi Korban Bencana 0 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dokumen)
1.04.02.2.04.0006 - Pelaksanaan
Pembagian Rumah bagi Korban 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Rumah Tangga Terdampak
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Bencana Kabupaten/Kota yang
Mendapatkan Fasilitasi Bantuan 0 0 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00 10 250.000,00
Korban Bencana Kabupaten/Kota .
Penyediaan Rumah (Rumah
Tangga)
1.04.02.2.05 - Pembinaan Pengelolaan Rumah
Susun Umum dan/atau Rumah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Khusus
Persentase Warga Negara yang Terkena
Relokasi AkibatgProg?am gm\?insi yang demlEn - DEEAmE  PEmEiaE
S . Rumah Susun Umum dan/atau 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Memperoleh Fasilitasi Penyediaan
. Rumah Khusus (Dokumen)
Rumahyang Lavak Huni
Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun 0 0 1 1 1 1

(Unit)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14 (15)
Jumlah rumah khusus beserta PSU
penduk}mgnya yang dllgksanakan 0 10 10 10 10
Operasional dan Pemeliharaan
(Unit Rumah)
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Pengelolaan Kelembagaan bagi 0 1 1 1 1
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
(Laporan)
Jumlah Tanah dan/atau Bangunan
Milik Bersama yang menjadi bagian
rumah susun yang dilaksanakan
Operasional dan Pemeliharaan (Unit g g L a L L
Bangunan Rumah Susun
(Hunian Vertikal))
Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian
dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan 0 0 1 1 1 1
Rumah
(Dokumen)
1.04.02.2.05.0001 - Fasilitasi Pengelolaan
Kelembagaan dan 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan i’irr?lzrllolal-azpor;nele:fa” a;?SIIEZS:
bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun g N 9 9 0 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00
Pemilik/Penghuni Rumah Susun
(Laporan)
1.04.02.2.05.0002 - Penatausahaan
Pemanfaatan Rumah Susun Umum 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
dan/atau Rumah Khusus
Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah
Rumah Susun Umum Susun Umum dan/atau 0 0 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00 1 250.000,00
dan/atau Rumah Khusus Rumah Khusus (Dokumen)
o 02.205.0003- FEMBETGIIED (RUER 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Terbangunnya Rumah Khusus ib’:l'f)h Rumah Khususyang Dibangun 0 0 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
1.04.02.2.05.0004 - Pengendalian dan
Pengawasan Pelaksanaan Penjualan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Rumah
Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah Rumah 9 J 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
(Dokumen)
1.04.02.2.05.0007 - Operasional dan
G ETED (R SRR 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
merupakan aset pemerintah
kabupaten/kota
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan| Jumlah rumah khusus beserta PSU
rumah khusus yang merupakan aset pendukungnya yang dilaksanakan 0 0 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00
pemerintah Operasional dan Pemeliharaan
kabupaten/kota (Unit Rumah)
1.04.02.2.05.0008 - Operasional dan
FETEITREEED (RUGED SIEID g 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
merupakan aset pemerintah
kabupaten/kota
Jumlah Tanah dan/atau Bangunan
Terlaksananya operasional dan pemeliharaan| Milik Bersama yang menjadi bagian
rumah susun yang merupakan aset rumah susun yang dilaksanakan 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

pemerintah kabupaten/kota

Operasional dan Pemeliharaan (Unit
Bangunan Rumah Susun
(Hunian Vertikal))




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATé)SﬂC:),lLJJTrCOME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEI?:SS::T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.02.2.06 - Penerbitan Izin Pembangunan
dan Pengembangan 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Perumahan
Persentase Warga Negara Korban J;;:::g‘ﬂ:;zgf;::gﬂ;ﬁ:nmd'naS' .
Bencana yang Memperoleh Rumah 0 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00
ey BT Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah
Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) 0 0 1 1 1 1
Perumahan Umum/Rumah Susun
Umum
(Laporan)
Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan
Lantai Perumahan yang 0 0 1 1 1 1
Diselaraskan (Dokumen)
Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan
Pengembang/Pelaku Pembangunan
Rumah untuk Penerbitan izin
Pembangunan dan Pengembangan 0 1 1 1 1
Perumahan Terintegrasi Secara
Elektronik
(Dokumen)
Jumlah Sistem Layanan Informasi dan
Komunikasi Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman yang 0 1 1 1 1
Terbangun/Terpelihara (Sistem
Informasi)
1.04.02.2.06.0001 - Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Penerbitan 1zin Pembangunan
dan Pengembangan Perumahan 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Terintegrasi Secara
Elektronik
Tersusunnya Kesepakatan Komitmen Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan
dengan Pengembang/Pelaku Pengembang/Pelaku _Pem.b_angunan
Pembangunan untuk Penerbitan 1zin Rumah untuk Penerbitan izin
Pembangunan dan Pengembangan 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Pembangunan dan Pengembangan N X
Perumahan Terintegrasi Secara Perumah_a n Terintegrasi Secara
" Elektronik
Elektronik (Dokumen)
1.04.02.2.06.0003 - Koordinasi dan
STEREE BB g 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dan Pengembangan
Perumahan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Pengendalian dalam Pembangunan dan Sinkronisasi Pengendalian 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Pengembangan Pembangunan dan Pengembangan
Perumahan Perumahan (Laporan)
1.04.02.2.06.0004 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah
dengan Badan Usaha (KPDBU) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Perumahan Umum/Rumah Susun Umum
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi | Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah
Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

Badan Usaha (KPDBU) Perumahan
Umum/Rumah Susun Umum

Perumahan Umum/Rumah Susun
Umum
(Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATgST%Lﬂ—_COME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PES:SS:ﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.02.2.06.0005 -
Pembangunan/Pengembangan/Pemeliha raan
Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Bidang Perumahan dan
Kawasan Permukiman
. . Jumlah Sistem Layanan Informasi dan
Lefﬁemnilfz);?\/tlifril:::g?i,as :Zt;:r; Layanan Komunikasi Bidang Perumahan dan
N Kawasan Permukiman yang 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Perumahan dan Kawasan Permukiman . .
Terbangun/Terpelihara (Sistem
Informasi)
1.04.02.2.06.0006 - Fasilitasi Pemenuhan
Kesesuaian Rencana Tapak 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
dan Lantai Perumahan
Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak Jumla_h Dokumen Rencana Tapak dan
A Lantai Perumahan yang 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
dan Lantai Perumahan A
Diselaraskan (Dokumen)
1.04.02.2.07 - Penerbitan Sertifikat
Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGE) 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Dokumen SKGB G STl e R 0 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00
Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKBG) (Laporan)
1.04.02.2.07.0002 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jdir:g;t?gﬁg;ﬁ;s:;tﬁggmas'
Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan e o 0 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00 1 500.000,00
Gedung (SKEG) Sertifikat Kepemilikan Bangunan
Gedung (SKBG) (Laporan)
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN
PERMUKIMAN 300.000.000,00 315.000.000,00 330.750.000,00 350.000.000,00 367.500.000,00
1.04.2.10.0.00.01.00
00 - DINAS
5 5 3 Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman | 4o oo bitangani (Persentase) 032 054 300.000.000,00 | 081 31500000000 [ 121 33075000000 [ 182 35000000000 [ 2,73 367.500.000,00 EWXSAA"’LAN’
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
1.04.03.2.01 - Penerbitan Izin Pembangunan
dan Pengembangan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kawasan Permukiman
Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan
Pengembang/Pelaku Pembangunan
Rumah untuk Penerbitan 1zin
Dokumen-dokumen izin Pembangunan dan Pengembangan 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Kawasan Permukiman Terintegrasi
Secara
Elektronik (Dokumen)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengembangan
Perumahan dan Kawasan 0 0 1 1 1 1
Permukiman melalui Kelompok
Kerja dan/atau Forum (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelenggaraan 0 0 1 1 1 1
Kawasan Permukiman (Laporan)
1.04.03.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan
Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan
dan Pengembangan Kawasan 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00

Permukiman Terintegrasi
Secara Elektronik




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersusunnya Kesepakatan Komitren Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan
Pengembang/Pelaku Pembangunan
dengan Pengembang/Pelaku N X
Pembangunan untuk Penerbitan Izin Rumah untuk Penerbitan 1zin
g Pembangunan dan Pengembangan 0 1 800.000,00 1 800.000,00 1 800.000,00 1 800.000,00 1 800.000,00
Pembangunan dan Pengembangan . N "
. . . Kawasan Permukiman Terintegrasi
Kawasan Permukiman Terintegrasi
Secara Elektronik Secara
Elektronik (Dokumen)
1.04.03.2.01.0004 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Permukiman
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Penyelenggaraan Kawasan Sinkronisasi Penyelenggaraan 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Permukiman Kawasan Permukiman (Laporan)
1.04.03.2.01.0005 - Koordinasi dan
SHLGALEEE] PEEETEENEED (RAGIENZD G 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Kawasan Permukiman melalui
Kelompok Kerja dan/atau Forum
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Lapgran. Hasil Koordinasi
engembangan Perumahan dan Kawasan dan Sinkronisasi Pengembangan
P . . N Perumahan dan Kawasan 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Permukiman melalui Kelompok Kerja . .
dan/atau Forum Permukiman melalui Kelompok
Kerja dan/atau Forum (Laporan)
1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan
REMES (e (e (T 89.000.000,00 84.000,000,00 79.750.000,00 79.000.000,00 76.500.000,00
dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tangga yang
Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran
AT A ERHAED (E YIS || Gl M rELeT RUGED SEEd oy 0 0 89.000.000,00 2 84.000.000,00 20 79.750.000,00 20 79.000.000,00 20 76.500.000,00
yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi Layak Huni serta Kesadaran Hukum
tentang Kepemilikan Rumah
(Rumah Tangga)
Jumlah Dokumen Hasil Survei dan
Penetapan Lokasi Perumahan dan 0 0 1 1 1 1
Permukiman Kumuh (Dokumen)
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang
PKP yang
Tersusun/Tereview/Terlegalisasi L L 1 d L 1
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Serah Terima
Rumah bagi Masyarakat Terdampak
Program
Pemugaran/Peremajaan/Pemukima n g i 20 i i
Kembali Kawasan Permukiman
Kumuh (Dokumen)
Jumlah Dokumen Serah Terima
Rumah Baru Layak Huni bagi
Masyarakat di Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas ® ® m B 10 m
dibawah 10 (Sepuluh) Ha
(Dokumen)
Jumlah Kelompok Swadaya
Masyarakat di Permukiman Kumuh
0 0 2 2 2 2
yang dibentuk/dibina (Kelompok
Masyarakat)
Jumlah Rumah Tangga Terdampak
Peningkatan Kualitas Permukiman 0 0 10 10 10 10

Kumuh dengan luasan di bawah 10

(Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.03.2.02.0008 -
Penyusunan/Review/Legalisasi 83.000.000,00 78.000.000,00 73.750.000,00 73.000.000,00 70.500.000,00
Kebijakan Bidang PKP
Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang
Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan | PKPyang . 1 83.000.000,00 1 78.000.000,00 1 73.750.000,00 1 73.000.000,00 1 70.500.000,00
Bidang PKP Tersusun/Tereview/Terlegalisasi
(Dokumen)
1.04.03.2.02.0010 - Penatausahaan Serah
Terima Rumah Baru Layak Huni bagi
Masyarakat di Kawasan Permukiman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kumuh dengan Luas
dibawah 10 (Sepuluh) Ha
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Jumlah Dokumen Serah .Te””.“a
A .| Rumah Baru Layak Huni bagi
Rumah Baru Layak Hunibagi Masyarakat di Masvarakat di Kawasan
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 4 . 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
dibawah 10 (Sepuluh) Ha Permukiman Kumuh dengan Luas
P dibawah 10 (Sepuluh) Ha
(Dokumen)
1.04.03.2.02.0011 - Pelaksanaan Pembagian
Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
di bawah 10
(Sepuluh) Ha
Terlaksananya Pembagian Rumah bagi | Jumlah Rumah Tangga Terdampak
Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas | Peningkatan Kualitas = Permukiman 0 1.000.000,00 10 100000000 | 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Permukiman Kumuh dengan luasan di Kumuh dengan luasan di bawah 10
bawah 10 (Sepuluh) Ha (Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)
1.04.03.2.02.0012 -
I PeTLEEIL ER REHATTEEID (Nl 1.000.000,00 1,000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Swadaya Masyarakat di Permukiman
Kumuh
Jumlah Kelompok Swadaya
Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat | Masyarakat di Permukiman Kumuh 0 0 1,000.000,00 2 1.000.000,00 2 1,000.000,00 2 1.000.000,00 2 1.000.000,00
di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina (Kelompok
Masyarakat)
1.04.03.2.02.0013 - Penatausahaan Serah
Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak
Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kembali Kawasan Permukiman Kumuh
. Jumlah Dokumen Serah Terima
Terlaksanar}ya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak
Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program
Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman d . . 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
X . Pemugaran/Peremajaan/Pemukima n
Kembali Kawasan Permukiman Kumuh . :
Kembali Kawasan Permukiman
Kumuh (Dokumen)
1.04.03.2.02.0014 - Survei dan
Penetapan Lokasi Perumahan dan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Permukiman Kumuh
Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan
Perumahan dan Permukiman Penetapan Lokasi Perumahan dan 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Kumuh Permukiman Kumuh (Dokumen)
1.04.03.2.02.0015 - Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat
dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tentang Kepemilikan
Rumah




BIDANG URUSAN/PROGRAM /
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam
Mewujudkan Rumah Sehatdan Layak Huni
serta Kesadaran Hukum  tentang
Kepemilikan Rumah

Jumlah Rumah Tangga yang
Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran
dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan
Layak Huni serta Kesadaran Hukum
tentang Kepemilikan Rumah

(Rumah Tangga)

1.000.000,00

20

1.000.000,00

20

1.000.000,00

20

1.000.000,00

20

1.000.000,00

1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh dengan
Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

210.000.000,00

230.000.000,00

250.000.000,00

270.000.000,00

290.000.000,00

Terlaksananya Peningkatan Kualitas
permukiman kumuh dengan luas di bawah
10 Ha

Jumlah Dokumen Kesepakatan
Kerja Sama dalam Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Beserta
PSU (Dokumen)

Jumlah Dokumen Data
Permukiman Kumuh yang
Terverifikasi (Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan
Pemugaran/Peremajaan
Permukiman Kumuh (Laporan)

Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang
Dibangun untuk Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10

(Sepuluh) Ha (Unit)

Jumlah Rumah Tangga yang
Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan
Perumahan Sementara bagi
Masyarakat yang Terkena Program
Peremajaan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang
Diperbaiki (Unit Rumah)

15

10

Luas Kawasan Permukiman Kumuh
yang dilaksanakan Operasional dan
Pemeliharaan (Hektar)

Luas Kawasan Permukiman Kumuh
yang Dimukimkan Kembali (Ha)

Luas Kawasan Permukiman Kumuh
yang Diremajakan (Ha)

Luas Permukiman Kumuh yang
Dipugar (Ha)

210.000.000,00

10

10

10

230.000.000,00

10

10

10

250.000.000,00

10

10

10

270.000.000,00

10

10

10

290.000.000,00

1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni

191.000.000,00

201.000.000,00

211.000.000,00

221.000.000,00

231.000.000,00

Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak
Huni

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang
Diperbaiki (Unit Rumah)

15

10

191.000.000,00

10

201.000.000,00

10

211.000.000,00

10

221.000.000,00

10

231.000.000,00

1.04.03.2.03.0003 - Kerja Sama
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta
PSU

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

Jumlah Dokumen Kesepakatan
Kerja Sama dalam Perbaikan
Rumah Tidak Layak Huni Beserta
PSU (Dokumen)

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATé)SﬂC:),lLJJ'_I;_COME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEI?:SS:I—?T KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.03.2.03.0004 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Permukiman
Kumuh
Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
Sinkronisasi Pengendalian dan Sinkronisasi Pengendalian
Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Penyelenggaraan 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Permukiman Pemugaran/Peremajaan
Kumuh Permukiman Kumuh (Laporan)
1.04.03.2.03.0007 - Pendataan dan Verifikasi
Penyelenggaraan Kawasan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Permukiman Kumuh
e Jumlah Dokumen Data
Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Permukiman Kumuh yang 0 0 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Kawasan Permukiman Kumuh P
Terverifikasi (Dokumen)
1.04.03.2.03.0009 - Pelaksanaan Peremajaan
Kawasan Permukiman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kumuh
Terlaksananya Peremajaan Kawasan Luas Kawasan Permukiman Kumuh 0 0 1.000.000,00 5 1.000.000,00 5 1.000.000,00 5 1.000.000,00 5 1.000.000,00
Permukiman Kumuh yang Diremajakan (Ha)
1.04.03.2.03.0010 - Fasilitasi Penyediaan
Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang
Terkena Program Peremajaan Permukiman 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tangga yang
Terfasilitasinya Masyarakat dalam Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan
Penyediaan Perumahan Sementara bagi Perumahan Sementara bagi
Masyarakat yang Terkena Program Masyarakat yang Terkena Program 0 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas| Peremajaan Permukiman Kumuh
di Bawah 10 (Sepuluh) Ha dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha (Rumah Tangga)
1.04.03.2.03.0011 - Pelaksanaan
Pemukiman Kembali Kawasan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Permukiman Kumuh
Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam Luas Kawasan Permukiman Kumuh
rangka Penanganan Kawasan A . 0 0 1.000.000,00 3 1.000.000,00 3 1.000.000,00 3 1.000.000,00 3 1.000.000,00
. yang Dimukimkan Kembali (Ha)
Permukiman Kumuh
1.04.03.2.03.0012 - Pembangunan Rumah
Baru Layak Huni untuk Peningkatan
Kualitas Permukiman Kumuh dengan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni Ju_mlah Rumah Ba“f Layak Huni ¥ang
untuk Peningkatan Kualitas Permukiman leangqn untuk Peningkatan Kuallta§
. Permukiman Kumuh dengan Luas di 0 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)
Ha Bawah 10
(Sepuluh) Ha (Unit)
1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran
Kawasan Permukiman 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 40.000.000,00 50.000.000,00
Kumuh
Terlaksananya Pemugaran di Kawasan LuasPermukiman Kumuh yang 0 1 10.000.000,00 1 20.000.000,00 1 30,000.000,00 1 40,000.000,00 1 50.000.000,00
Permukiman Kumuh Dipugar (Ha)
1.04.03.2.03.0014 - Operasional dan
Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh
yang Telah Dilakukan 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman
Kembali




BIDANG URUSAN/PROGRAM/
OUTCOME / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN
2024

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

2026

2027

2028

2029

2030

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

PERANGKAT
DAERAH

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04

(05)

(06)

(07)

(08)

(09)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Terlaksanananya operasional dan
Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh
yang Telah Dilakukan
Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman

Kembali

Luas Kawasan Permukiman Kumuh
yang dilaksanakan Operasional dan
Pemeliharaan (Hektar)

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

Persentase pencegahan kumuh dan
berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru
(Persentase)

2,32

2,62

100.000.000,00

317

200.000.000,00

322

300.000.000,00

350

400.000.000,00

4,17

500.000.000,00

1.04.04.2.01 - Pencegahan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kumuh pada
Daerah Kabupaten/Kota

100.000.000,00

200.000.000,00

300.000.000,00

400.000.000,00

500.000.000,00

Terlaksananya Pencegahan tumbuhnya
perumahan dan permukiman kumuh

Jumlah Rumah Tangga yang
Mendapatkan Fasilitasi Bantuan
Penyediaan Rumah untuk Pencegahan
terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh di luar Kawasan
Permukiman Kumuh (Rumah

Tangga)

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
untuk Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)
Hayang Diperbaiki (Unit

Rumah)

15

11

Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah
Baru Layak Huni bagi Masyarakat
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh
dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh di luar Kawasan

Permukiman Kumuh (Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan
dan Pengendalian dalam Rangka
pencegahan terhadap Kumuh dan
berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh

Baru (Laporan)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Rangka pencegahan terhadap Kumuh
dan berkembangnya Perumahan
Kumuh dan

Permukiman Kumuh Baru (Orang)

Jumlah Orang yang Mengikuti
Penyadaran Publik Pencegahan
Tumbuh dan Berkembangnya
Permukiman Kumuh (Orang)

Jumlah Rumah Baru Layak Huni
yang Dibangun dalam Rangka
Pencegahan Kumuh (Unit)

100.000.000,00

10

12

10

20

20

10

200.000.000,00

10

13

10

20

20

10

300.000.000,00

10

14

10

20

20

10

400.000.000,00

10

15

10

20

20

10

500.000.000,00

1.04.2.10.0.00.01.00
00 - DINAS
PERUMAHAN,
KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.04.2.01.0001 - Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni untuk Pencegahan
VEE ) U0 0 e i e 94.000.000,00 194,000.000,00 294,000.000,00 394.000.000,00 494.000.000,00
Permukiman Kumuh di Luar Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak untuk Pencegahan Terhadap
Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman | Permukiman Kumuh di Luar 15 1 94.000.000,00 12 194.000.000,00 13 294.000.000,00 14 394.000.000,00 15 494.000.000,00
Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kawasan Permukiman Kumuh
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) | dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)
Ha Hayang Diperbaiki (Unit
Rumah)
1.04.04.2.01.0004 - Pembangunan Rumah
Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan
terhadap Kumuh dan berkembangnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Baru
: Jumlah Rumah Baru Layak Huni
Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka 0 1,000.000,00 10 1,000.000,00 10 1,000.000,00 10 1.000.000,00 10 1,000.000,00
dalam Rangka Pencegahan Kumuh Ny
Pencegahan Kumuh (Unit)
1.04.04.2.01.0005 - Penatausahaan Serah
Terima Rumah Baru Layak Huni bagi
Masyarakat untuk Pencegahan terhad_ap 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman
Kumuh di luar Kawasan
Permukiman Kumuh
Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Jumlah Dokumen'Sera_h Terima Rumah
. . Baru Layak Huni bagi Masyarakat
Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat
untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan untuk Pencegahan terhadap Tumbuh
X . dan Berkembangnya Permukiman 0 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar| .
Kawasan Permukiman Kumuh Kumuh di luar Kawasan
Permukiman Kumuh (Dokumen)
1.04.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Pembagian
Rumah Baru Layak Hunibagi Masyarakat
U RETEEEE (IELD TUm) G 1,000.000,00 1.000.000,00 1,000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Berkembangnya Permukiman Kumuh di
luar Kawasan
Permukiman Kumuh
Jumlah Rumah Tangga yang
. Mendapatkan Fasilitasi Bantuan
Terlaksanaqya Pe_:mbaglan Rumah Baru Penyediaan Rumah untuk Pencegahan
Layak Huni bagi Masyarakat untuk terhadap Tumbuh dan Berkembangnya
Pencegahan terhadap Tumbuh dan & R any: 0 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
. - Permukiman Kumuh di luar Kawasan
Berkembangnya Permukiman Kumuh di -
. Permukiman Kumuh (Rumah
luar Kawasan Permukiman Kumuh
Tangga)
1.04.04.2.01.0007 - Pengawasan dan
Pengendalian dalam Rangka pencegahan
terhadap Kumuh dan berkembangnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh Baru
Terlaksananya Pengawasan dan Jumiah Laporap Hasil Pengawasan
X dan Pengendalian dalam Rangka
Pengendalian dalam Rangka pencegahan encegahan terhadap Kumuh dan
terhadap Kumuh dan berkembangnya P g P 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00

Perumahan Kumuh dan  Permukiman
Kumuh Baru

berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
Baru (Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.04.2.01.0008 - Penyadaran Publik
Pencegahan Tumbuh dan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Berkembangnya Permukiman Kumuh
Meningkatnya Kesadaran Publik dalam éi?lzzaz?g%é?ﬂgng;ﬁ::
Rangka Pencegahan Tumbuh dan Y g 0 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1.000.000,00
. Tumbuh dan Berkembangnya
Berkembangnya Permukiman Kumuh .
Permukiman Kumuh (Orang)
1.04.04.2.01.0009 - Pemberdayaan
Masyarakat dalam Rangka pencegahan
terhadap Kumuh dan berkembangnya 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Baru
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Orang yang Mengikuti
Pemberdayaan Masyarakat dalam
dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh Rangka pencegahan terhadan Kumuh
dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan gKa penceg P 0 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1.000.000,00 20 1.000.000,00
X dan berkembangnya Perumahan
Permukiman Kumuh Baru
Kumuh dan
Permukiman Kumuh Baru (Orang)
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 500.000.000,00 525.000.000,00 550.000.000,00 575.000.000,00 600.000.000,00
UMUM (PSU)
1.04.2.10.0.00.01.00
Persentase Permukiman yang Sudah 00 - DINAS
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman | Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, PERUMAHAN,
e Ui Ul (Claesnliss) 75 500.000.000,00 76,5 525.000.000,00 77 550.000.000,00 775 575.000.000,00 78 600.000.000,00 KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
i 200 - U FanyEgee FEU 500.000.000,00 525.000,000,00 550.000.000,00 575.000.000,00 600.000.000,00
Perumahan
Persentase permukiman yang sudah Jumlah Lokasi Perumahan yang
Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana,dan Disediakan Prasarana, Sarana, dan 0 2 500.000.000,00 2 525.000.000,00 2 550.000.000,00 2 575.000.000,00 2 600.000.000,00
Utilitas Umum) Utilitas Umum (Lokasi)
Jumlah pelaku pembangunan yang
tersosialisasikan  standar, prosedur,
dan kriteria serah terima PSU 0 g g g g S
(Kelompok)
Jumlah Lokasi PSU Perumahan
yang Dilaksanakan Perbaikan 0 2 2 2 2 2
(Lokasi)
Jumlah Lokasi pada Perumahan
yang Dilaksanakan Operasional
. 0 2 2 2 2
dan Pemeliharaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)
Jumlah Laporan Hasil Serah Terima
PSU Perumahan yang Terverifikasi 0 i 1 1 1
dari Pengembang (Laporan)
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi
dan Sinkronisasi dalam rangka
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 1 0 1 1 1 1
Utilitas Umum Perumahan
(Laporan)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Penyediaan PSU Perumahan 0 0 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Kerja Sama
Penyediaan/Pengelolaan PSU 0 0 1 1 1 1
Perumahan (Dokumen)
AL AN - [PEEEEE 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Penyediaan PSU Perumahan




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
nny: Penyediaan PSU Perumahan 0 0 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
Penyediaan PSU Perumahan
(Dokumen)
1.04.05.2.01.0003 - Koordinasi dan
SIS G PR e 200.000.000,00 225.000.000,00 250.000.000,00 275.000.000,00 300.000.000,00
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasﬂ Koordinasi
dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Sinkronisasi dalam rangka
rang Y ! ' | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 1 200.000.000,00 1 225.000.000,00 1 250.000.000,00 1 275.000.000,00 1 300.000.000,00
dan Utilitas Umum Perumahan P
Utilitas Umum Perumahan
(Laporan)
LTS AITES -SSRl EE| SR, 20000000 200.00000 20000000 20000000 200.00000
prosedur, dan kriteria serah terima PSU
Jumlah pelaku pembangunan yang
Tgrso_smllsamkan_nya standar, prosedur, dan tersos@lls_amkan st_andar‘ prosedur, 0 200.000,00 3 200.000,00 3 200.000,00 3 200.000,00 3 200.000,00
kriteria serah terima PSU dan kriteria serah terima PSU
(Kelompok)
1.04.05.2.01.0008 - Operasional dan
Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Utilitas Umum di Perumahan
Terlaksananya Operasional dan Jznmlah Dli_lgtzzrl]asaa:a (: eerruargiaohnaanl
Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang ¥ P 0 200.000,00 2 200.000,00 2 200.000,00 2 200.000,00 2 200.000,00
Umum di Perumahan dan Pemeliharaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum (Lokasi)
1.04.05.2.01.0009 - Kerja Sama
Penyediaan/Pengelolaan PSU  Perumahan 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
Terlaksananya Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama
Penyediaan/Pengelolaan PSU Penyediaan/Pengelolaan PSU 0 0 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00 1 200.000,00
Perumahan Perumahan (Dokumen)
1.04.05.2.01.0010 - Verifikasi dan
Penyerahan PSU Perumahan dari 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Pengembang
Terlaksananya Verifikasi dan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima
Penyerahan PSU Perumahan dari PSU Perumahan yang Terverifikasi 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Pengembang dari Pengembang (Laporan)
1.04.05.2.01.0011 - Perbaikan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Perumahan
Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, Jumlah Lokasi PSU Perumahan
-~ Y ' " | yang Dilaksanakan Perbaikan 0 100.000,00 2 100.000,00 2 100.000,00 2 100.000,00 2 100.000,00
dan Utilitas Umum Perumahan g
(Lokasi)
1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum di 299.000.000,00 299.000.000,00 299.000.000,00 299.000.000,00 299.000.000,00
Perumahan
Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Jumlah Lokasi Perumahan yang
_y ’ ’ Disediakan Prasarana, Sarana, dan 0 299.000.000,00 2 299.000.000,00 2 299.000.000,00 2 299.000.000,00 2 299.000.000,00
Umum di Perumahan L .
Utilitas Umum (Lokasi)
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN SERTIFIKASI,
KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN 100.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00

REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi Per§entase SIS REFEIE 1.04.2.10.0.00.01.00
bagi Orang atau Badan Hukum yang
orang atau badan hukum yang melaksanakan 00 - DINAS
erancangan dan perencanaan rumah serta MIEELSRELE) (RIEE G PERUMAHAN
P 9 P o Perencanaan Rumah serta 75 76 100.000.000,00 76,5 115.000.000,00 77 130.000.000,00 775 140.000.000,00 78 150.000.000,00 ’
perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas R P, S b KAWASAN
Umum PSU tingkat kemampuan menengah s ' PERMUKIMAN DAN
LRI PERTANAHAN
Umum PSU (Persentase)
1.04.06.2.01 - Sertifikasi dan Registrasi bagi
Orang atau Badan Hukum yang
MTELEISHTEL SN (P G PR TEEE 100.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00
Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum
PSU Tingkat Kemampuan Kecil
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan
Dokumen sertifikat dan registrasi Registrasi Pengembang Perumahan 0 1 100.000.000,00 1 115.000.000,00 1 130.000.000,00 1 140.000.000,00 1 150.000.000,00
dengan
Kualifikasi Kecil (Laporan)
1.04.06.2.01.0001 - Koordinasi dan
Sl REMEHIE S s d 100.000.000,00 115.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 150.000.000,00
Registrasi Pengembang Perumahan
dengan Kualifikasi Kecil
- . . _ .| Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan
-Ffeer:ljrll;?; r;]aggfﬁlél?:;dg;?'g:nistsr |ar;Ii<ron|sa5| Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan
9 .| Registrasi Pengembang Perumahan 0 100.000.000,00 1 115.000.000,00 1 130.000.000,00 1 140.000.000,00 1 150.000.000,00
Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi dengan
Kecil Kualifikasi Kecil (Laporan)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PERTANAHAN 5.458.000.000,00 5.977.000.000,00 6.505.000.000,00 7.025.000.000,00 7.650.000.000,00
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH GARAPAN 8.000.000,00 17.000.000,00 35.000.000,00 45.000.000,00 60.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.00
Persentase Terselesaikannya 00 - DINAS
Vel e peE e STy en Een || (EEs enEh Ceepen Eeliw 0 60 8.000.000,00 70 17.000.000,00 80 35.000.000,00 80 45.000.000,00 80 6000000000 | DERUMAHAN,
garapan Bersertipikat yang Dilakukan KAWASAN
melalui Mediasi (Persentase) PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Persentase Penyelesaian Konflik,
Sengketa, dan Perkara Pertanahan 25 45 55 57 59 60
(Persentase)
2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah
Garapan dalam Daerah 8.000.000,00 17.000.000,00 35.000.000,00 45,000.000,00 60.000.000,00
Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi
Persentase penyelesaian sengketa tanah Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 8.000,000,00 1 17.000.000,00 1 35.000.000,00 1 45.000.000,00 1 60.000.000,00
garapan 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Acara)
Jumlah Berita Acara Penyelesaian
Sengketa Subyek Hak Potensi TORA
dalam 1 (satu) Daerah g L L & L L
Kabupaten/Kota (Berita Acara)
Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1
(Satu) Daerah 0 0 1 1 1 1
Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.04.2.01.0003 - Penyelesaian
sengketa Subyek Hak Potensi TORAdi 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Kabupaten/Kota




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATgST%LJJTrCOME/ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PES:SS:ﬁT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Jsuer:;i:geéﬁ;fﬁ :ke gﬁlﬁ;'a[} ORA
Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Acara)
2.10.04.2.01.0004 - Mediasi
Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) 6.000.000,00 15.000.000,00 33.000.000,00 43.000.000,00 58.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus éljer:)llir:el?:ir:: é;::i ';:rstli:rl:gﬁg:maslialam
Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 1 (Satu) Daerah 1 1 6.000.000,00 1 15.000.000,00 1 33.000.000,00 1 43.,000.000,00 1 58.000.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Berita Acara)
2.10.04.2.01.0005 - Inventarisasi Kasus
Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kabupaten/Kota
Terinventarisasinya Kasus Pertanahan Jumlah Data Kasus Pertanahan  dalam 1
(Satu) Daerah 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN
GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN 5.000.000.000,00 5.100.000.000,00 5.200.000.000,00 5.300.000.000,00 5.500.000.000,00
TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
1.04.2.10.0.00.01.00
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian | Persentase Penyelesaian Ganti g(I)ERBli/'I\‘:: AN
dan santunan tanah untuk pembangunan Kerugian dan Santunan Tanah untuk 50 5.000.000.000,00 21 5.100.000.000,00 22 5.200.000.000,00 23 5.300.000.000,00 25 5.500.000.000,00 KAWASAN !
Pembangunan (Persentase) PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Persentase Tahapan Persiapan
Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum yang 50 100 100 100 100 100
Diselesaikan Tepat
Waktu (Persentase)
2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah
Sl (CHgim N STED ey 5.000.000.000,00 5,100.000.000,00 5.200.000.000,00 5.300.000.000,00 5,500.000.000,00
untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelesaian Sengketa dan Konflik Jumlah laporan penyelesaian santunan
Pertanahan Potensi TORA dalam 1 tanah untuk 0 1 5.000.000.000,00 1 5.100.000.000,00 1 5.200.000.000,00 1 5.300.000.000,00 1 5.500.000.000,00
(satu) Daerah Kabupaten/Kota pembangunan (Laporan)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah
Ganti Kerugian dan Santunan Tanah 0 1 1 1 1
untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah laporan koordinasi
penyelesaian permasalahan ganti
. 0 1 1 1 1
kerugian dan santunan tanah
(Laporan)
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan
Konflik Pertanahan Potensi TORA 0 0 1 1 1 1
dalam 1(satu) Daerah
Kabupaten/Kota (Laporan)
Jumlah laporan penyelesaian
Permasalahan Ganti  Kerugian 0 1 1 1 1 1

tanah untuk pembangunan
(Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk 98.000.000,00 198.000.000,00 298.000.000,00 398.000.000,00 498.000.000,00
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Jl.JmIah _Dol_<umen Koo_rdlna5| dan
. . 3 Sinkronisasi Penyelesaian Masalah
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Ganti K ian dan Sant Tanah
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh [ 2ant “éruglan dan santunan fana 0 98.000.000,00 1 198.000.000,00 1 298.000.000,00 1 398.000.000,00 1 498.000.000,00
. untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.05.2.01.0003 - Koordinasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Jumlah laporan koordinasi
Masalah Ganti Kerugian dan Santunan penye_lesalan permasalahan ganti 0 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00
Tanah untuk Pembangunan oleh kerugian dan santunan tanah
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)
2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan
Tanah untuk Pembangunan 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.700.000.000,00 1.800.000.000,00
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Jumlah laporan penyelesaian santunan
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah tanah untuk 0 1.700.000.000,00 1 1.700.000.000,00 1 1.700.000.000,00 1 1.700.000.000,00 1 1.800.000.000,00
Kabupaten/Kota pembangunan (Laporan)
2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah
NI XEREIER VEHED U3 (RETIETETED 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00 3.200.000.000,00
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Terselesaikannya permasalahan Ganti i’im:};ala:]aa%oraganﬂen)llfe!?zaliz\:
Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh 9 0 1 3.200.000.000,00 1 3.200.000.000,00 1 3.200.000.000,00 1 3.200.000.000,00 1 3.200.000.000,00
) tanah untuk pembangunan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Laporan)
2.10.05.2.01.0007 - Koordinasi dan
esilitasipenyelesainnisenokelalianion ik 1,000.000,00 1.000.000,00 1,000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Pertanahan Potensi TORA dalam
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Ju".“.ah !_aporan Kgord|na5| dan
Penyelesaian Sengketa dan Konflik Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan
g Konflik Pertanahan Potensi TORA 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu)
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) Daerah
s Kabupaten/Kota (Laporan)
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI
TANAH, DAN GANTI KERUGIAN
PROGRAM TANAH KELEBIHAN 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
Tersedianya Tanah Obyek Landreform| (1)(;)42DI1'32§00100
Meningkatnya akses masyarakat terhadap (TOL) yang Siap Diredistribusikan PERUMAHAN
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang Berasal dari Tanah Kelebihan 0 01 100.000.000,00 02 200.000.000,00 03 300.000.000,00 04 400.000.000,00 05 500.000.000,00 KAWASAN ’
I\gaksmlum dan Tanah Absentee PERMUKIMAN DAN
(Pl PERTANAHAN
Persentase SDM Bidang
Pertanahan yang Ditingkatkan 0 50 52 52,12 52,37 53,57

Kompetensinya (Persentase)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan
Objek Redistribusi Tanah serta Ganti
Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Adanya Dokumen Penetapan yang memuat | Jumlah Berita Acara Koordinasi
data subjek, objek, serta besaran ganti rugi | Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) 0 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Kabupaten/Kota (Berita Acara)
Jumlah Berita Acara dalam rangka
Koordinasi Penataan Aset Reforma 0 1 1 1 1 1
Agraria. (Berita Acara)
Jumlah Data Inventarisasi dan
Rekomendasi Obyek Redistribusi
Tanah dalam 1 (Satu) 9 ® L 1 1 L
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Data Inventarisasi Subyek
Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 0 1 1 1 1
(Satu) Kabupaten/Kota
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penataan Akses dalam
Pemanfaatan Redistribusi Tanah 0 1 1 1 1
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Sidang Panitia
Pertimbangan Landreform dalam 0 1 1 1 1
rangka Kegiatan Redistribusi Tanah
(Dokumen)
Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas
Reforma Agraria Tingkat 0 0 1 1 1 1
Kabupaten/Kota (Laporan)
2.10.06.2.01.0002 - Inventarisasi dan
Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tersedianya Data Inventarisasi dan ;i?;ﬂesggiilgﬁe:f;ﬁlsﬁ ;;Lsi
Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah Tanah dalam 1 (;,atu) 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.06.2.01.0003 - Koordinasi
PRl e (RN el @k 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Reforma Agraria dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan i,té':ilf:]b?nol;l:]mf:niig?:rgmpg;';ﬁ
Landreform dalam rangka Kegiatan g B 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
S rangka Kegiatan Redistribusi Tanah
Redistribusi Tanah
(Dokumen)
2.10.06.2.01.0004 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Penataan Akses dalam
pemantaatan Redistribusi Tanah dalam 1 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
(satu) Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi qulah pokgmen Hasil Koordinasi dan
penataan Akses dalam Pemanfaatan Sinkronisasi Penataan Akses dalam
o Pemanfaatan Redistribusi Tanah 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)
P Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.06.2.01.0005 - Koordinasi
Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Kabupaten/Kota
- Jumlah Berita Acara Koordinasi
Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA | o0 o120 TORA dalam 1 (Satu) 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00

dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota (Berita Acara)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
A0S ATLEED - KEBITES] Gl 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
rangka Penataan Aset Reforma Agraria
Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Jumlah Berita Acara dalam rangka
v . Y Koordinasi Penataan Aset Reforma 0 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Penataan Aset Reforma Agraria N 3
Agraria. (Berita Acara)
2.10.06.2.01.0007 - Koordinasi
PO NLERGER R R @i 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Tugas Reforma Agraria Tingkat
Kabupaten/Kota.
Agraria Tingkat 9 g 9 Reforma Agraria Tingkat 0 0 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 100.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Laporan)
B a0 nan= B IDER 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
Redistribusi Tanah
Tersedianya Data Inventarisasi Subyek éi::ﬁ:g;t: dli:t\:?k;iin‘ls';lail:j?l,aerl; 1
Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) 0 0 400.000,00 1 400.000,00 1 400.000,00 1 400.000,00 1 400.000,00
(Satu) Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
(Dokumen)
2.10.06.2.02 - Penetapan Ganti Kerugian
Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota 99.000.000,00 199.000.000,00 299.000.000,00 399.000.000,00 499.000.000,00
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dalam
rangka Penyelesaian Pelaksanaan
Adanya ganti kerugian tanah kelebihan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara
maksimum dan tanah absentee lintas daerah | Pemberian Ganti Kerugian kepada 0 99.000.000,00 1 199.000.000,00 1 299.000.000,00 1 399.000.000,00 1 499.000.000,00
bekas pemilik Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah
Absentee (Dokumen)
Jumlah Data Inventarisasi Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absentee dalam 1 (Satu) Daerah 0 g L d L L
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dalam
rangka Penetapan Tanah Kelebihan| 0 1 1 1 1 1
Maksimum dan Tanah Absentee
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi
Penetapan Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah 0 1 1 1 1
Absente dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.06.2.02.0001 - Inventarisasi Tanah
IREURTETD (MERSTRID ¢l URiEh AREEiie 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Jumlah Data Inventarisasi Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee | Kelebihan Maksimum dan Tanah
dalam 1 (Satu) Daerah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.06.2.02.0002 - Koordinasi Penetapan
Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Kabupaten/Kota




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
- .| Jumlah Dokumen Koordinasi
9 Kelebihan Maksimum dan Tanah 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Absente dalam 1 (Satu) Daerah
s Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.06.2.02.0003 - Koordinasi Penyelesaian
Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan
3 96.000.000,00 196.000.000,00 296.000.000,00 396.000.000,00 496.000.000,00
Maksimum dan Tanah
Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Jumlah Dokumen Koordinasi dalam|
Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan | rangka Penetapan Tanah Kelebinan 0 1 96.000.000,00 1 196.000.000,00 1 296.000.000,00 1 396.000.000,00 1 496.000.000,00
Maksimum dan Tanah Maksimum dan Tanah Absentee
Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.06.2.02.0004 - Koordinasi Penyelesaian
Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan
Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada
bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
dan Tanah
Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
A . Jumlah Dokumen Koordinasi dalam
Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian .
rangka Penyelesaian Pelaksanaan
Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan
Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara
L 9 P X Pemberian Ganti Kerugian kepada 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum - .
bekas pemilik Tanah Kelebihan
dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) f
Kabupaten/Kota Maksimum dan Tanah
P Absentee (Dokumen)
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN
TANAH ULAYAT 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.00
00 - DINAS
. Persentase Tanah Ulayat yang PERUMAHAN,
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat Ditetapkan (Persentase) 0 0,1 100.000.000,00 0,2 200.000.000,00 03 300.000.000,00 04 400.000.000,00 0,5 500.000.000,00 KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
Ditetapkannya Hak Atas Tanah
daIam_Penguasaan dan Pengelolaan 51 51.90 5155 51,60 50 53
Pemerintah Daerah
(Persentase)
Persentase Pertanahan di Wilayah
Pesisir, Laut dan Pulau yang 0 70 100 100 100
Tertata (Persentase)
2.10.07.2.01 - Penetapan Tanah Ulayat yang
Lokasinya dalam Daerah 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Survei dan
Terpenuhinya penetapan tanah ulayat ;’e(rggﬁir‘[i?rifa”ah Ut Gl 0 100,000.000,00 1 200,000.000,00 1 300.000.000,00 1 400.000.000,00 1 500.000.000,00
Kabupaten/Kota (Laporan)
Jumlah Dokumen Penetapan Batas
Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota oleh g g L a L L
Bupati/Walikota (Dokumen)
2.10.07.2.01.0001 - Koordinasi dan
SRS SURE G (RATIEE (220 99.000.000,00 199.000.000,00 299.000.000,00 399.000.000,00 499.000.000,00
Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan | Jumlah Laporan Survei dan
Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas | Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 0 1 99.000.000,00 1 199.000.000,00 1 299.000.000,00 1 399.000.000,00 1 499.000.000,00
Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota (Laporan)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10 (1) (12) (13) (14) (15)
2.10.07.2.01.0003 - Penetapan Tanah Ulayat
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Perundang-Undangan yang Berlaku
Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) | Jumlah Dokumen Penetapan Batas
Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah 0 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00
Perundang-Undangan yang Kabupaten/Kota oleh
Ditetapkan oleh Bupati/Walikota Bupati/Walikota (Dokumen)
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN
T 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.00
00 - DINAS
. Persentase Tanah Kosong yang PERUMAHAN,
Meningkatnya pengelolean tanzh kosong | i oo o 25 45 100.000.000,00 55 200.000.000,00 57 300.000.000,00 59 400.000.000,00 60 500.00000000 | | e A
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
i(l)gﬁs;m = e R Ve 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Terpenuhinya penyelesaian masalah tanah A LEgeEn (@S] Rl
kos‘;en Yapeny! rangka Penyelesaian Tanah 0 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
9 Kosong (Laporan)
2.10.08.2.01.0001 - Koordinasi dan
ST SEATESE FEEERED VEiED (eEmge 1.000.000,00 1,000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
;.er:EI;S[?ZZZY;;eg;;:;.;O_T_ﬁ:ZESIIggzon di Jumlah Laporan Koordinasi dalam
inkronisast Fenye esal 9 | rangka Penyelesaian Tanah Kosong 0 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
dalam 1 (Satu) Daerah (Laporan)
Kabupaten/Kota P
ZMHACR- (RETETESIGER [FRTETEEET 99.000.000,00 199,000.000,00 299.000.000,00 399.000.000,00 499.000.000,00
Tanah Kosong
Jumlah Berita Acara koordinasi dalam
VAT BTESES) (EWEN EEE (| 0 pamaie R e (@5 0 0 99.000.000,00 1 199.000.000,00 1 299,000.000,00 1 399.000.000,00 1 499.000.000,00
kosong dalam 1 (satu)
Kabupaten/Kota (Berita Acara)
Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah
Kosong (Dokumen) g L L a L L
Jumlah Laporan Tanah Kosong
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 1 1 1 1
yang Diinventarisasi. (Laporan)
AT 20T = P 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1,000.000,00
Inventarisasi Tanah Kosong
Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Jumlah Laporan Tanah Kosong
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 0 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota - -
yang Diinventarisasi. (Laporan)
Pz(.ig(.)?%z.oz.oooz = REEN A Ve 97.000.000,00 197.000.000,00 297,000.000,00 397.000.000,00 497.000.000,00
Terlaksanannya Pemartfaatan Tanah Jumiah Dokuumen Pemanfaatan Tanah 0 1 97.000.000,00 1 197.000.000,00 1 297.000.000,00 1 397.000.000,00 1 497.000.000,00
Kosong Kosong (Dokumen)
20 202000 (ET RIS RETENEEED 1,000.000,00 1.000.000,00 1,000.000,00 1,000.000,00 1.000.000,00
Tanah Kosong
Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah i:r:n:f: zﬁéﬁggziaﬁfd&z& dalam
Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota dalgm f (sa) 9 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00
Kabupaten/Kota (Berita Acara)
A= [FROEIRAN HENETHLOILAAY 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00

1ZIN MEMBUKA TANAH




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.04.2.10.0.00.01.00
00 - DINAS
Meningkatnya penggunaan tanah yang teratur, PERUMAHAN,
legal, dan berkelanjutan 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00 KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
%:539'2'01 = RERSEn [ RS 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00
Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi
ERESRY APEELIEED 0 MEREE (e | G20 SiaaEs G Egie 0 1 100.000.000,00 1 200.000.000,00 1 300.000.000,00 1 400.000.000,00 1 500.000.000,00
Pemberian Izin Membuka
Tanah (Dokumen)
2.10.09.2.01.0001 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka 100.000.000,00 200.000.000,00 300.000.000,00 400.000.000,00 500.000.000,00
Tanah
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan sznmlsi:k? ;ﬁzg?zaﬁiﬁ"?:;] é oordinasi
Sinkronisasi dalam rangka Pemberian 1zin . . Y 0 1 100.000.000,00 1 200.000.000,00 1 300.000.000,00 1 400.000.000,00 1 500.000.000,00
Pemberian Izin Membuka
Membuka Tanah
Tanah (Dokumen)
A (OGRAM PENATAGUNAAN 50,000.000,00 60.000.000,00 70,000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00
1.04.2.10.0.00.01.00
. " 00 - DINAS
Meningkatnya tertib pertanahan dan . -
: A Persentase Luas Lokasi Konsolidasi PERUMAHAN,
;er:):ﬁtlan hukum bagi pemegang hak atas Tanah (Persentase) 0 50.000.000,00 15 60.000.000,00 15 70.000.000,00 15 80.000.000,00 15 90.000.000,00 KAWASAN
PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
2.10.10.2.01 - Penggunaan Tanah yang
Hamparannya dalam satu Daerah 50.000.000,00 60.000.000,00 70.000.000,00 80.000.000,00 90.000.000,00
Kabupaten/Kota
Meningkatnya penggunaan tanah yang Jumlah Dokumen Kegiatan
Hamparannya dalam satu Daerah Inventarisasi lokasi pelaku usaha 0 0 50.000.000,00 1 60.000.000,00 1 70.000.000,00 1 80.000.000,00 1 90.000.000,00
Kabupaten/Kota UMK (Dokumen)
Jumlah Dokumen Kegiatan
Koordinasi dalam rangka 0 0 1 1 1 1
penegasan status tanah timbul
(Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi
0 1 1 1 1
Tanah Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah yang menjadi 0 1 1 1 1
kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona
Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan 0 0 1 1 1 1
Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan
Pertanahan Lainnya
(Dokumen)
Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan
Tanah dalam 1 (Satu) ® ® L g L L
Kabupaten/Kota (Laporan)
2.10.10.2.01.0001 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Tanah




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/ PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan JSLiJrTI!s)hn:;ZZ?;Z?;?;:;;TSI;:? unaan
Sinkronisasi  Perencanaan  Penggunaan 99 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Tanah dalam 1 (Satu)
P Kabupaten/Kota (Laporan)
2.10.10.2.01.0002 - Koordinasi Pemetaan
Zona Nilai Tanah 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi ﬁllir::irg'nalr?glilsuerl])ijka:\/ggseat?p';: ra ig;s
Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan RN g Y 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan
Kabupaten/Kota N
Pertanahan Lainnya
(Dokumen)
2.10.10.2.01.0003 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi 45.000.000,00 55.000.000,00 65.000.000,00 75.000.000,00 85.000.000,00
Tanah Kabupaten/Kota
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi J;::?::;?:‘;Zg Zz;?azgr?zol' dasi
Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan | S O"Sas! cast 0 1 45.000.000,00 1 55.000.000,00 1 65.000.000,00 1 75.000.000,00 1 85.000.000,00
Kabunaten/Kota Tanah Kewenangan
P Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.10.10.2.01.0004 - Koordinasi dan
SR L D B ST 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Konsolidasi Tanah yang menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dan
Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan . -
Konsolidasi Tanah yang menjadi Sinkronisasi Penyelenggaraan
Konsolidasi Tanah yang menjadi 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala ?
kecil) kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Dokumen)
A0 ALV RO G T 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
rangka Penegasan Status Tanah Timbul
Terlaksananya koordinasi dalam rangka ‘Iléltg?)lradt;ngsoik;;r:; I;(aengllz:;an
penegasan status tanah timbul dalam 1 g< 0 0 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
penegasan status tanah timbul
(satu) Kabupaten/Kota.
(Dokumen)
2.10.10.2.01.0006 - Inventarisasi dalam
rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
UMK
Terlaksananya inventarisasi lokasi
pelaku usaha UMK dan analisis dalam
pengturen kelembagsan yangra | T Dokumen Kegitan
peng gaan yang Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK 0 1.000.000,00 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00 1 1,000.000,00

dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai
satu kesatuan sistem untuk kepentingan
masyarakat secara adil

pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

(Dokumen)
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4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.4.1 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

NO PROGRAM PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN / SUBKEGIATAN KETERANGAN

(01) (02) (03) (04 (05)

1.04.2.10.0.00.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

1 1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG Terpenuhinya kebutuhan jasa penunjang urusan 1.04.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH pemerintahan Perangkat Daerah
KABUPATEN/KOTA

1.04.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

1.04.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD

1.04.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

1.04.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD

1.04.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.04.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain
Renstra PD dan Renja PD

1.04.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.04.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.04.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.04.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

1.04.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

1.04.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.04.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.04.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.04.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.04.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu

1.04.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

1.04.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.04.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

1.04.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.04.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.04.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan

1.04.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. 1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN | Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga 1.04.02.2.01 - Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah
PERUMAHAN negara korban bencana yang terkenarelokasi akibat [ Korban Bencana atau Relokasi Program
program pemerintah Kabupaten/Kota

1.04.02.2.01.0002 - Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai
Lokasi Relokasi Perumahan

1.04.02.2.01.0006 - Pendataan Rumah Sewa

Mili
k Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus
1.04.02.2.02 - Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

1.04.02.2.02.0010 - Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan
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NO

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(4

(05)

1.04.02.2.03 - Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana atau Relokasi Program
Kabupaten/Kota

1.04.02.2.03.0001 - Rehabilitasi Rumah bagi
Korban Bencana

1.04.02.2.03.0006 - Operasional dan
Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada
Relokasi Program Kabupaten/Kota

1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Meningkatnya kualitas kawasan permukiman

1.04.03.2.02 - Penataan dan Peningkatan Kualitas
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di
Bawah 10 (Sepuluh) Ha

1.04.03.2.02.0008 -
Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang
PKP

1.04.03.2.03 - Peningkatan Kualitas Kawasan
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha

1.04.03.2.03.0002 - Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni

1.04.03.2.03.0013 - Pelaksanaan Pemugaran
Kawasan Permukiman Kumuh

1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN
PRASARANA, SARANADAN UTILITAS UMUM
(PSU)

Meningkatnya penyediaan PSU permukiman

1.04.05.2.01 - Urusan Penyelenggaraan PSU
Perumahan

1.04.05.2.01.0012 - Penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan

2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH GARAPAN

Meningkatnyapenyelesaian sengketa tanah
garapan

2.10.04.2.01 - Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.10.04.2.01.0004 - Mediasi Penyelesaian
Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI
KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN

Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan
santunan tanah untuk pembangunan

2.10.05.2.01 - Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.10.05.2.01.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan
Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.10.05.2.01.0004 - Penyelesaian Santunan Tanah
untuk Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota

2.10.05.2.01.0005 - Penyelesaian masalah Ganti
Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH,
DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH
KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH
ABSENTEE

Meningkatnya akses masyarakat terhadap
Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

2.10.06.2.01 - Penetapan Subjek dan Objek
Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah
Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.10.06.2.01.0006 - Koordinasi dalam rangka Penataan
Aset Reforma Agraria
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Tabel 4.5.1 Indikator Kinerja Utama PD

BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN KETERANGAN
TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 7) (08) (09) (10) (1)
1. 1.04.2.10.0.00.01.0000 -
DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN
2. Persentase warga negara korban | % 0 0 1 2 3 4 5
bencana yang memperoleh rumah
layak huni
3. Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai 65 70-73 73-75 75-77 75-78 78-79 78-80
4. |Rumah Tangga dengan Akses % 57,67 20 60,71 60,92 61,91 62,71 62,71
Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan (%)
5. Level Maturitas SPIP Perangkat Level Berkembang Berkembang Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi
Daerah
6. Persentase kawasan kumuh % 0,32 0,36 0,54 0,81 1,21 1,82 2,73
dibawah 10 ha di kabupaten/kota
ditangani
7. Jumlah bidang tanah yang Bidang Tanah 30 35 40 45 50 60 60
diredistribusi
8. Jumlah Kepala Keluarga Kepala 310 35 150 200 250 300 350
penerima akses Reforma Keluarga
Agraria
9. Berkurangnya unit RTLH jumlah | 94 65 20 35 37 38 4 4
(Rumah Tidak Layak Huni)
10. | Indeks Tertib Administrasi Indeks 51 51,45 60 65 70 75 80
Pertanahan
11. | Jumlah perumahan yang sudah | 9 75 75,5 76 76,5 77 775 78
dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum)
12. | Persentase Warga Negara yang | Persentase 0 125 10 12 13 14 15
Terkena Relokasi Akibat Program
Provinsi yang Memperoleh
Fasilitasi Penyediaan Rumah
yang Layak Huni
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4.6 Indikator Kinerja Kunci PD
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Tabel 4.6.1 Indikator Kinerja Kunci PD

NO

INDIKATOR

STATUS

SATUAN

BASELIN
E TAHUN
2024

TARGET TAHUN

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(1)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

@7)

(08)

(09)

(10)

11

(12)

1.04 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
PERUMAHAN DAN
KAWASAN
PERMUKIMAN

Rumah Tangga dengan Akses
Hunian Layak, Terjangkau
dan Berkelanjutan (%)

positif

%

57,67

20

60,71

60,92

61,91

62,71

62,71

Berkurangnya unit RTLH
jumlah (Rumah Tidak Layak
Huni)

positif

%

65

20

3,5

3,7

3,8

Indeks Tertib Administrasi
Pertanahan

positif

Indeks

51

35

60

65

70

75

75

Persentase Warga Negara
yang Terkena Relokasi
Akibat Program Provinsi
yang Memperoleh

Fasilitasi Penyediaan Rumah
yang Layak Huni

positif

Persentase

12,5

10

12

13

14

15

2.10 - URUSAN

PEMERINTAHAN BIDANG
PERTANAHAN

Jumlah bidang tanah yang
diredistribusi

positif

Bidang
Tanah

30

35

40

45

50

60

60

Jumlah Kepala Keluarga
penerima akses Reforma
Agraria

positif

Kepala
Keluarga

310

35

150

200

250

300

350
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka
menengah yang disusun untuk memberikan arah dan landasan dalam pelaksanaan tugas
pokok, fungsi, serta kewenangan masing-masing Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan secara efektif, efisien, terukur, dan akuntabel selama lima tahun ke depan.
Dokumen ini menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kaur
Tahun 2025-2029, dan sekaligus menjadi manifestasi komitmen Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman, dan Pertanahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah
terpilih: —Menuju Kabupaten Kaur yang Maju, Sejahtera, dan Bahagial Sebagai instrumen
perencanaan, Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan disusun tidak
hanya untuk memenuhi kewajiban normatif, tetapi juga sebagai peta jalan yang menuntun
organisasi menuju peningkatan kinerja kelembagaan, kualitas layanan publik, serta
efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Dalam era tata kelola pemerintahan yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan
pelayanan berbasis hasil (result-oriented governance), keberadaan Renstra menjadi semakin
penting dalam memastikan sinergi antar program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman,
dan Pertanahan, keterpaduan pembangunan lintas sektor, serta penguatan koordinasi dengan
para pemangku kepentingan di tingkat daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan
Pertanahan sangat bergantung pada sejumlah faktor kunci, antara lain:

e Kesiapan dan adaptabilitas kelembagaan, termasuk keselarasan struktur organisasi
dan prosedur kerja dengan dinamika kebutuhan pembangunan;

e Kapabilitas sumber daya manusia, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun
integritas pelayanan;

e Ketepatan sasaran program dan kegiatan, yang berbasis data, kebutuhan masyarakat,
dan hasil evaluasi kebijakan sebelumnya;

e Ketersediaan anggaran dan efisiensi pendayagunaannya, serta Komitmen kolektif
seluruh unsur pimpinan dan pelaksana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan dalam melaksanakan Renstra secara konsisten dan berkelanjutan.

Untuk menjamin akurasi pelaksanaan dan kesesuaian dengan dinamika
pembangunan, pelaksanaan Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan

Pertanahan akan dikawal melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi tahunan. Evaluasi ini
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dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, pencapaian indikator
kinerja, serta untuk merespons perubahan strategis baik di tingkat nasional, provinsi, maupun
daerah. Apabila terdapat kondisi yang mendesak atau perubahan kebijakan yang signifikan,
maka substansi Renstra, termasuk indikator Kinerja, dapat disesuaikan melalui prosedur revisi
yang ditetapkan, tanpa mengubah arah dan tujuan utama organisasi.

Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh bidang, seksi, atau unit kerja di
lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan agar mampu
merancang dan melaksanakan rencana kerja tahunan (Renja) secara lebih terarah, terukur,
dan sinergis. Setiap unit diharapkan berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian
sasaran strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, baik melalui
kegiatan pelayanan, fasilitasi, pengawasan, pengembangan Kkapasitas, maupun
pemberdayaan masyarakat dan stakeholder lainnya.

Lebih dari itu, Renstra ini juga bertujuan untuk membangun semangat kolektif dan
budaya kerja kolaboratif di antara seluruh perangkat daerah. Melalui pemahaman yang sama
terhadap arah kebijakan dan sasaran pembangunan daerah, seluruh Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman, dan Pertanahan diharapkan dapat saling mendukung dan
memperkuat—meninggalkan cara kerja sektoral yang terpisah, dan bertransformasi menuju
tata kelola pemerintahan yang integratif dan responsif. Sebagai penutup, Renstra Dinas
Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Kaur Tahun 2025-2029
diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi,
memperkuat sinergi antar program pembangunan, serta memastikan bahwa setiap langkah
yang diambil oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan benar-benar
memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan semangat perubahan dan komitmen
bersama, mari kita wujudkan Kabupaten Kaur yang semakin maju, merata

pembangunannya, sejahtera masyarakatnya, dan bahagia dalam harmoni sosial dan budaya.

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
~ KABUPATEN KAUR
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